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ABSTRAK 

Nama :Amelia Sonja Alisangihe (NIM 0706177255) 
Program Studi : Magister Kenotariatan 
Judul : Hambatan Bagi Fungsi Pejabat Pembuat Akta Tanah DaJam 

Penagihan Pajak Penghasilan (PPh) Atas Pengalihan Hak Atas 
Tanah dan/atau Bangunan dan Bea PeroJehan Hak Atas Tanah 
dan Bangunan (BPHTB) 

PPAT adalah Pejahat Umum yang bertugas pokok me!aksanakan sehagian 
kegiatan pendaftaran tanab dengan membuat akta sebagai bukti telah 
dHakukannya perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah dan hak milik 
atas satuan rumah susun yang akan dijadikan dasar bagi pendafta:ran perubahan 
data pendaftaran tanah yang diakibatkan oleh perbuatan hukum itu. Sebelum 
metaksanakan pembuatan akta mengenai perbuatan hukum tersebut,. seJain PPAT 
wajib terlebih dahulu meiakukan pemeriksaan pada Kantor Pertanahan rnengenai 
kesesuaian senipikat hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun, maka 
PPAT hanya dapat membuat ak:ta pemindahan hak atas tanah dan hak rnilik atas 
satuan rumah susun setelah Wajib Pajak rnenyerabkan tembusan Sural Setoran 
Pajak Penghasilan (SSP) dan BPHIB (SSB). Pokok permasa!ahan yang diangkat 
penulis dalam penelitian ini arlalah: Bagairnana prosedur pelaksanaan pembayaran 
Pajak Penghasilan (PPh) atas pengalihan hak: atas tanah dan/atau bangunan dan 
Bea Perofehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPTHB)? dan: Apakah hambatan 
dalam penagihan Pajak Penghasilan {PPh) atas pengalihan hak atas tanah dan/atau 
bangunan dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) ba:gl 
Pejabat Pembuat Akta Tanah? Penelitian ini merupakan penelitian yuridis 
normatif; data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh melalui bahan 
pustaka berupa studi dokumen, dimana tipologi dalam penelitian inl bersifat 
evaluatifyakni menganaiisa mengenai prosedur pe!aksanaan pembayaran PPh atas 
pengalihan hak atas tana:h dan!atau bangunan dan BPTHB serta hambatan da[am 
penagihan PPh dan BPHTB bagi PPAT. Dari penefitian yang dilakukan dapat 
disimpulkan bahwa pembayaran PPh atas pengalihan hak: atas tanah danlatau 
bangunan dan BPTHB hanya dapat melalui bank"bank tertentu yang ditunjuk oleh 
Direktur Jenderal Pajak dan meminta validasi terhadap bukti pembayaran pajak 
berupa Surat Setoran Pajak Penghasilan atas pengalihan hak atas tanah da.n/ata.u 
bangunan dan Surat Setoran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan ke 
Kantor Pelayanan Pajak yang telah ditunjuk membutuhkan waktu yang lama. Hal 
jui merupakan salah satu hambatan bagi PPAT untuk melakukan pendaftaran ke 
Kantor Pertanahan, sehingga PPAT menyerahkan dokumen-dokumen untuk 
pendaftaran terJebih dahulu ke Kantor Pertanahan, kemudian menyerahkan 
tembusan SSP dan SSB setelah mendapat validasi. 

Kata Kuncl: 
PPAT, PPh, BPHTB 

X Universitas Indonesia 

Hambatan Bagi..., Amelia Sonja Alisangihe, FH UI, 2009



ABSTRACT 

Name :Amelia Sonja Alisangihe (Student ID 0706177255) 
Study Program: Notarial Magister 
Title : Barriers to the Function of Land Deed OfficiaJ in 

Collecting Income Taxes in Respect of the Transfer of Right on 
Land and/or Building and Acquisition Duty of Right on Land and 
Building. 

Land Deed Official is the General Official. who has duty to perform part of Land 
Registration Activities by iss uing deeds as legal proof of certain lawful acts 
concerning land and ownership rights on property, which wiU be used as standard 
for land registration amendment resulting from such acts. Before issuing the deeds 
concerning such acts~ official other than Land Deed Official, shall assess the 
actuality of the land and ownership rights certificate to the Land Office, 
afterwards Land Deed Official may issue the deed after the Taxpayer has 
submitted a copy of Tax Payment Slip {SSP) and Acquisition Duty of Right on 
Land and Building Pay!llent Slip (SSB). The main issue that the writer desires to 
bring to this research is: what is the procedure oflncome Tax Payment in respect 
of the Transfer of Right on Land and/or Building and Acquisition Duty of Right 
on Land and Building (BPHTB)? and: what is the barrier to land deed official in 
collecting income tax relating to such issue?. This research constitutes juridicaJ 
nonnative research; using a secondary data obtained through materials such as 
documents. The typology in this research is evaluative, that is to analyze 
procedures of Income Tax Payment in respect of the Transfer of Right on Land 
and/or Building and Acquisition Duty of Right on Land and Building (BPHTB) 
and the barrier in collecting income tax by Land Deed Official relating thereto. By 
doing this research, it can be concluded that the payment oflncome Tax in respect 
of the Transfer of Right on Land and/or Building and Acquisition Duty of Right 
on Land and Building (BPHTB) can only be made through certain banks 
appointed by the Directorate General of Taxation. and validation from the Tax 
Office generally takes a long period. This is one of the barriers to Land Deed 
Official in registering land to land office, causing the copy of validation lax 
Payment SHp has to be submitted later after relating documents have been 
submitted. 

Key Word: 
PPAT, PPh, BPHTB 
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BABI 

PENDAIIULUAN 

1.1 La tar Belakang Permasalahan 

Salah satu tugas utarna, hak dan kcwajiban serta kewenangan 

termasuk kekuasaan Negara adalah rnemberikan pelayanan kepada 

masyarakat umum. Pelayanan Negara kepada masyarakat umum itu dibagi 

menjadi dua bagian besar secara mendasar yaitu pelayanan Negara kepada 

masyarakat umum dalam bid.ang hukum publik dan pelayanan Negara 

kepada masyarakat umum dalam bidang hukum perdata. 1 

Pelayanan kepada masyarakat umum di bidang hukum publik 

dilakukan oleh organ Negara, yang disebut Pcmerintah atau Eksekutif, 

juga dikenal dengan istilah Pejabat Tata Usaha Negara atau Pejabat 

Adrninistrasi Negara atau dalam arti yang klmsus adaJah Pegawai Negeri. 

Pemerintah mempunyai kewenangan, hak dan kewajiban serta kekuasaan 

untuk memberfkan pelayana.n kepada dan untuk kepcntingan masyarakat 

umum, akan tetapi terbatas hanya dalam bidang hukum pubHk saja, 

Pelayanan kepada masyarakat umum dalam bidang hukum perdata, 

atas nama Negara, dilakuk.an juga oleh organ Negara (tetapi tidak 

termasuk dan juga bukan Pemerintah) disebut dengan Pejabat Umum.2 

1 Wo.w;m Setiawan, "Kedudukan dan Keberndaan Sena Fungsi dan Pcranan i'ejabat 
Pembuat Akla Tanah Menurvl Sislem Hukum rli tndonesia," Kumtmlan CatQ.!illL!l!.ltuk Bahgn_ 
/\cum Gotrnsawala Kduarga Besar lk!}!un Pel a bat Pemhu!!J Akm To.na.h f!l'P AT}, Jakana, S-9 Juni 
2001, baL 2. 

1 Ibid, hal, 3. 
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Pejabat Umum atau orang yang menjalankan fungsi pejabat umum 

adalah organ Negara., yang berwenang menjalankan sebagian kekuasaan 

Negara untuk mcmbuat alat bukti tertulis dan olentik dalam bidang hukum 

perdata.3 

Jika mengacu pada ketentuan Pasal 1868 Kitab Undang~Undang 

Hukum Perdata, yang merupakan sumber lahirnya dan keberadaan pejabat 

umum. mengingat bahwa pasal tersebut merupakan definisi yang sekaligus 

tafslr resmi tentang akta otentik. mengandung tiga unsur utama tennasuk 

ciri yang dimHikinya, sehingga terwujud suatu akta otentik. yaitu : 

I. bentuk akta otentik harus ditentukan olch undang-undang, artinya tidak 

boleh ditentukan oleh peringkat peraturan perundang-undangan 

dibawah undang-undang, 

2. dibuat oleh atau dihadapan Pejabat Urn urn. 

3. akta tersebut dibuat oleh atau dihadapan pejabat om urn dalam wilayah 

jabatan kewenangan yang mernbuatny<L 

Pejabat atau orang yang menjatankan fungsi pejabat umum antara 

L Konsul Jenderal, berdasarkan consu/air wet, diberi wewenang di 

tempat menjafankan tugas·jabatannya sebagai Konsul Jendera!, 

berfungsi untuk membuat akta-akta otentik; 

2. KepaJa Daerah/Sekretaris Daerah, yang berdasarkan ketentuan Pasal 2 

Stb. 1860 nomor 3 Juncto LN 1925 No. 616 (yang tclah berulang­

ulang diubah), dimungkinkan merangkap jabatan untuk juga 

benvenang menjalankan fungsi pejabat umum sehingga karenanya ia 

juga berwenang membuat alcta otentik; 

3. Notaris, berwenang untuk mernbuat aha otentik mengena.i sernua 

perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu 

peraturan umum atau oleh yang berkepcntingan dikehendaki untuk 

menyatakan dalam suatu akta otentik, menjamin kepastian tanggalnya, 

' Wawan Setiawan, "Rlwnyal Singkat Scjarnb Perjnl:man Keberndnan PPAT di 
Jndoncsiu," Kvmpulan Catnran Uotuk Bahan Ac:ara Gotrasawala Keluare,!i Besar rkatan Pei®lll 
Pembu\11 Akta Tanah {lPPA'I), Jakarla, 8~9 Junf 200 I, hal. 3. 

" Ibid, hal. 2. 
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menyirnpan aktanya dan mernberikan grosse, salinan dan kutipannya, 

semua sepanjang pembuatan akta itu oleh suatu peraturan umum tidak 

ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang laln; 

4. Notaris penggant1, selama menjabat sebagai notaris pengganti ia 

menjalankan fungsi pejabat umum; 

5. Juru sita pengadi!an negeri, untuk perbuatan hukum tertentu oleh 

undang-undang diberi kewenangan pula untuk menjalankan fung.si 

pejabat umum, yaitu membuat akta otentik, misalnya membuat akta 

protes wesel dan cek; 

6. Pegawai Kantor Catatan Sipil, berdasarkan ketentuan Pasal 4 Kitab 

Undang-Undang Hukurn Perdata, diberi kewenangan untuk 

menjalankan fungsi pejabat, yaitu berwenang untuk mernbuat akta 

otentik "tertentu" saja, dengan mengecua!ikan notaris, antara lain 

membuat akta perkawinan. akta kelahiran, akta perceraian, akta 

kematian; 

7. Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), diberi wewenang untuk 

membuat akta-akta otentik mengenai perbuatan hukum tertentu 

mengenai hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun. 

Pejabat Pembuat Akta Tanah (selanjutnya disebut juga PPAT) 

dapat dimasukkan ke dalam kelompok Pejabat Urn urn, karena PPAT diberi 

kewenangan untuk membuat akta otentik, yaitu Akta PPAT. Hal ini 

dinyatakan dalam beberapa peraturan perundang-undangan, yaitu : 

l. Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Ten tang Hak 

Tanggungan Atas: Tanah Beserta Benda-Benda Yang Bcrkaitan 

Dengan Tanah (selanjutnya disebut juga dengan UU Hak 

Tanggungan), yang berbunyi sebagai berlkut: 

«Pejabat Pembuat Akta Tanah, yang selanjutnya disebut PPAT. 
adalah Pejabat Umum yang diberi wewenang untuk membuat akta 
pemindahan hak atas tanah, akta pembebanan hak atas tanah dan 
akta pemberian kuasa membebankan Hak Tanggungan menurut 
perundang~undangan yang berlaku." 
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2. Pasal I angkta 24 Peraturan Pemerintah Nornor 24 Talmn 1997 

Ten tang Pendaftaran tt'!nah, yaitu berbuny! sebagai bcrikut : 

.. Pejabat Pembuat Ak.ta Tanah, yang selanjutnya disebut PPAT, adalah 

Pejabat Umum yang diberi kewenangan untuk membuat akta-akta 

tanall tertentu." 

3. PasaJ 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Tentang 

Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah Juncto Pasal I angka 1 

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor I Tahun 2006 

Tentang Ketentuan Pelak:sanaan Peraturan Pemerintah Nomor 37 

Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah, 

yang berbunyi sebagai bcrikut : 

"Pejabat Pembuat Akta Tanah, selanjutnya disebut PPAT, 
adalah Pejabat Umum yang diberi kewenangan untuk 
membuat akta-akta otentik mengenai perbuatan hukum 
tertentu mengenai hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan 
Rumah Susun." 

Sebelum diundangkannya Peraturan Pemcrintah Nomor 37 Tahun 

1998, maka PPA T diatur dalam Peraturan Menteri Agraria Nomor l 0 

Tahun 1961 Tentang Penunjukan Pejabat Yang Dimaksudkan Dalam Pasal 

19 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 Tentang Pendaftaran 

Tanah Serta Hak Dan Kewajibannya. Peraturan Menteri Agraria Nomor 10 

Tahun 1961 tersebut merupakan pelaksanaan dari Pasal 19 Peraturan 

Pemerintah Nom or 10 Tahun 1961 terse but yang menyatakan bahwa setiap 

perjanjian yang bennaksud memindahkan hak atas tanah, memberikan 

sesuatu hak ba.ru atas tanah, menggadaikan tanab atau merninjam uang 

dengan hak atas ta.nah sebagai tanggungan, harus dibuktika.n dengan suatu 

akta yang dibuat oleh dan dihadapan pejabat yang ditunjuk oleb Menteri 

Agraria,5 

Kemudian dengan bcrjalannya waktu, Peraturan Pemerintah 

Nomor 10 Tahun 1961 Tcntang Pcndaftaran Tanah dipandang tidak dapat 

lagi sepenuhnya mendukung tercapainya hasil yang lebih nyata pada 

~Indonesia, Pergmran Pemerintub Tcnmng.Pendaflaran T:unah, PP No. LO Tahun 1961, 
LN 28 tahun 1961, TLN 2 !71, Pnsal. !9. 
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pembangunan nasiona~ sehiogga perlu dilakukan penyempurnaan,6 maka 

pada tanggal 8 Juli I 997 diuodangkan Peraturan Pemerin!ah Nom or 24 

Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, yang mulai berlaku pada tanggal 

8 Oktober 1997, dan sebagai peraturan pelaksananya adalah Peraturan 

Menteri Negara AgrariafKepala Badan Pertanahan Nasional Nomor J 

Tahun 1997 Tentang Ketenluan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 

24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah. dirnana peraturan pelaksana 

tersebut juga mulai beriaku pada tanggal 8 Oktober 1997. Dengan 

diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tah.un 1997 tersebut, 

rnaka Peraturan Pemerintah Nomor IO Tahun 1961 tidak berlaku lagi. 

Dalam Pasal 7 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 

1997. rnenyatakan bahwa peraturanjabatan PPAT diatur dengan Peraturan 

Pemerinta.h tersendiri~ yang kemudian diatur dalam Peraturan Pemerlntah 

Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta 

Tanah, yang merupakan pelaksanaan dari Pasal 7 ayat (3) Peraturan 

Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tersebut, dan sebagai ketentuan 

pelaksana dari Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tersebut maka 

diundangkan Peraturan Menteri Agrarla/Kepala Badan Pertanahan 

Nasional Nomor 4 Tahun 1999 Tentang Ketentuan Peiaksanaan Peraturan 

Pemerintah Nomor 37 Tahun l998 Tentang Peraturan Jabatan Pembuat 

Akta Tanah, yang kemudian diganti dengan Peraturan Kepala Badan 

Pertanahan Nasional Nomor I Tahun 2006 Tentang Ketentuan 

Pelok:sanaan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tohun 1998 Tentang 

Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah, 

Selanjutnya Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 

Juncto Pasal 2 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor l 

Tahun 2006 menyatakan tugas pokok PPAT yang berbunyi sebagai 

berikut: 

"(I) PPA T bertugas 
pendaftaran tanah 

pokok melaksanakao scbagian kegiatan 
dengan membuat akta sebagai bukti telah 

6 Indonesia. Perruunm P..gmccintahan Tenf.ang_Penl;laftaran Janah, PP No. 2A- Tahun 1997, 
LN 59, TI,N 3696, huruf c dalam Mcnimhang. 
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dilakukannya perbua.tan hukum tertentu mengenai hak alas tanah 
atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun yang akan dijadikan 
dasar bagi pendaftaran perubahan da!a pendaftaran tanah yang 
diakibatkan oleh perbuatan hukum itu. 

(2) Perbuatan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (I) adalah 
sebagai berikut : 
a. jual beli; 
b. tukar menukar; 
c. hibah; 
d, pemasukan ke dalam perusahaan (inhreng); 
e. pernbagian hak bersama; 
f. pemberian Hak Guna Bangunan!Hak Pakai atas tanah Hak 

Milik; 
g. pemberian Hak Tanggungan; 
h. pemberian kuasa membebankan Hak Tanggungan." 

PPAT hanya berwenang untuk membuat akta-akta otentik mengenai 

perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah dan hak milik alas 

satuan rumah susun yang terletak dalam daerah kerjanya. Hal ini 

dinyatakan dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 

1998 Juncto Pasal 3 a.yat (I) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional 

Nomor 1 Tahun 2006 berbunyi sebagai berikut ; 

"Untuk melaksanakan tugas pckok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
2, seorang PPAT mempunyai kewenangan rnembuat akta otentik 
mengenai semua perbuatan hokum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
2 ayat (2) mengenai hak atas tanah dan Hak Milik Atas Satuan Rumah 
Susun yang tertetak di dalam daerah keJjanya." 

Sebelum melaksanakan pembuatan akta mengenai perbuatan hukum 

tersebut. PPAT wajib lerlebih dahulu melakukan pemeriksaan pada Kantor 

Pertanahan mengenai kesesuaian sertipikat bak atas tanah atau Hak Milik 

Atas Satuan Rumah Susun yang bersangkutan dengan daftar-dallar yang 

ada di Kantor Pertanahan setempat dengan memperlihatkan sertipikat asli.1 

PPAT wajib menolak mernbuat akta PPAT mengenai hak atas tanah atau 

Hak Milik Atas Saluan Rumah Susun apabila olehnya diterima 

7 Depat1emen Agraria, Peraturan M£f!!.Cri Negara Agraria/Kepala Badap Pcrtafl:l!ban 
Nasiunal Tcntaqg, __ Ketenluan eg!;;.l;_sanaan Per;}lyrau Pcmerintnh Nomor 24 Tnbun 1927 Tentang 
P~daftaran Tanal!-_, PlviNAJKBPN Nomo: 3 Tohun 1997, Pasal 'J? aya1 L 
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pemberitahuan tertulis bahwa hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan 

Rumah Susun tersebut sedang disengketakan dari orang atau bad an hukum 

yang menjadi pihak dalam sengketa tersebut dengan disertai dokumen 

laporan kcpada pihak yang berwajib, surat gugatan ke Pengadilan atau 

dengan memperhatikan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 

Talmn 1997. sura.t keberatan kepada pemegang hak serta dokumen lain 

yang membuktikan adanya sengketa tersebut3 

Namun dengan diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 48 

Tahun 1994 Tentang Pernbayaran Pajak Pe:nghasjlan Atas Penghasilan 

Dari Pengaiihan Hak Atas Tanah danlatau Bangunan yang mulai berlaku 

tanggal i Januari 1995 dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun I997 

Tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan pada tanggal 29 

Mei 1997 yang mulai berlaku tanggal 1 Janllari 1998, maka sebelum 

melaksanakan pembuatan akta mengenai pcrbuatan hukum yang dimaksud 

dalam Pasa12 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Talmn l998 Juncto Pasal2 

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2006, selain 

PPAT wajib terlebih dahulu melakukan pemeriksaan pada Kantor 

Pertanahan mengenai kesesuaian sertipikat hak atas tanah atau Hak Milik 

Atas Satuan Rumah Susun yang bersangkutan dengan daftar-daftar yang 

ada di Kantor Pertanahan setempat dengan memperlihatkan sertipikat asli, 

maka PPAT hanya dapat membual akta pemindahan hak atas tanah atau 

bangunan setelah Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran pajak,9 

yang kemudian Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1994 lersebut 

mengalami perubahan beberapa kali yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 27 

Tahun 1996. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 1999 dan terakhir 

Peraturan Pemerinta.h Nomor 71 Tahun 2008! dan juga Undang-Undang 

Nomor 21 Tahun 1997 tersebut mengalami perubahan menjadi Undang­

Undang Nomor 20 Tahun 2000 Tentang Bea Peroiehan Hak atas Tanah 

dan Bangunan. Dalarn Pasal 24 ayat (I) disebutkan bahwa PPAT hanya 

5 Ibid, Pasal I 00 aynt L 

9 indonesia, Un.dnng-Undapg Temang.Bet~ Perolclu:m Hnk Alas Tanah dao Bangun.:;m. UU 
No. 21 Tabun 1997, LN No.441ahun 1997, TLN No. 3688, PasaJ 24 nyatl. 
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dapat menandatangani akta pemindahan hak atas tanah dan/bangunan pada 

saat Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran pajak berupa Surat 

Setoran Pajak Penghasilan (SSP) dan Surat Setaran Bea Perolehan Hak 

atas Tanah dan Bangunan (SSB). 

Apabila dalam hal pembayaran Pajak Penghasilan (PPh) atas 

pengalihan hak atas tanah danlatau bangunan dan Bea Perolehan Hak Atas 

Tanah dan Bangunan tidak Iancar, hal ini menjadi harnbatan bagi PPAT 

untuk membuat akta dalam perbuatan hukum yang ditakukan oleh para 

pihak yang ingin melakukan perbuatan hukum pernindahan hak terse6ut. 

Dilatarbelakangi rasa ketertarikan penulis terhadap permasa!ahan 

tersebut di a.tas, maka penuHs akan rnenganalisa kasus tersebut dengan 

judul "HAMBATAN BAG! FUNGSI P£JABAT PEMBUAT AKTA 

TANAH DALAM PENAGIHAN PAJAK PENGHASlLAN (PPh) 

ATAS PENGALIIIAN HAK ATAS TANAH DANIATAU 

BANGUNAN DAN BEA PEROLEIIAN HAK ATAS TANAH DAN 

BANGUNAN (BPHTB)". 

1.2 Pokok Permasalaban 

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut. penulls merumuskan 

permasalahan dalam dua pertanyaan da.lam penulisan ini, yaitu : 

l. Bagttimana prosedur pelaksanaan pembayaran Pajak Penghasilan 

{PPh) atas pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan dan Bca 

Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)? 

2. Apakob hambatan dalam penagihan Pajak Penghasilan (PPh) dan Bea 

Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPIITB) bagi Pejabat 

Pembuat Akta Tanah? 
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1.3 Metode Penelitian 

Metode penelitian yang akan digunakan adalah penelitian yuridis 

normatlf, yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji kaidah·kaidah 

atau norma-norma dalam hukum positif,10 yaitu norma-norma hukum yang 

terdapat dalam perundang-undangan, yang bertujuan untuk mendapatkan 

data sekunder, melaiui bahan pustaka11 berupa studi dokumen. 

Jenis data yang digunakan da!am penelitian ini adalah data 

sekunder, yaitu data yang diperoleh dari bahan pustaka. 12 Data sekunder 

yang akan digunakan terdiri dari bahan hukum primer~ bahan hukum 

sekunder dan bahan hukum tertier. Bahan hukum primer yaitu bahan­

bahan hukum yang mengikat13 meliputi berbagai peraturan perundang­

undangan yang berkaitan dengan Pejabat Pembuat Akta Tana~ Pajak 

Penghasilan (PPh) atas pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan serta 

Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Bahan hukum 

sekunder yaitu bahan-ba.han hukum yang membcrikan kejelasan mengenai 

bahan-bahan hukum primer14 meliputi buku-buku, makalah-makalah. 

laporan-laporan penelitian ilmiah dan majalah-majaJah ilmiah mengenai 

Pejabat Pembuat Aleta Tanah, Pajak Penghasilan (PPh) atas pengalihan 

hak atas tanah danlatau bangunan serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan 

Bangunan (BPHTB). Bahan hukum tertier yaitu bahan-bahan yang 

memberikan petunjuk maupun kejelasan terhadap bahan-bahan hukum 

primer dan sekundert5 berupa kamus untuk memperoJefl det1nisi-definisi 

istilah yang berkaitan dengan penelitian inL 

m Jolmy Ibrahim, Teori dan Metpdc Peneiitian Hukum Ngnnat.i£. Cet. I, {Malang: 
Buyumedla Publishing, 200S), him. 240. 

11 Soerjono Soekanto, Pengantar Pcnditian Hukum, Ct:L Ill, {Jakarta: Bndan Pcnerb1t 
Universitas Indonesia, 1986), h;::~l, SL 

a Sri Mamudji, et. al., M.£!.21JstPenelitiM d!lP Penuli!!ao H.ukum. (Jakarta; Bndan J>eocrbit 
Fakultas Hukum Universitas Indonesia. 20051 hat 28. 

n Soekanto, op. cif., baL 52. 

u Ibid 

IS Ibid 
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Selair1 data sekunder, digunakan juga sumber data primer yaitu 

data yang diperoleh langsung dari masyarnkat, dalam hal lni langsung dari 

praktisi yaitu berupa wawancara dengan beberapa orang yang berprofesi 

sebagai Notaris!PPAT. Sumber data primer digunakan untuk mcndukung 

sumber data sekunder. 16 

Berdasarkan polrok permasalahan yang telah dluraikan. penulisan 

dalam tesis ini yang dilihat dari sudut sifatnya, menggunakan tipologi 

penelitian evaluatif, yakni menganalisa mengenai prosedur pelaksanaan 

pembayaran Pajak Penghasilan (PPh) atas pengalihan hak alas tanah 

danfatau bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan 

(BPHTB) serta hambatan dalam penagihan Pajak Penghasilan (PPh) atas 

pengalihan hal< atas tanah dan/atau bangunan dan Bea Perolehan Hak Atas 

Tanah dan Bangunan (BPHTB) bagi Pejabat Pembua.t Akta Tanab. 

Kegiatan pengumpulan data sekunder yang dUakukan dalam 

penulisan ini adalah melalui kegiatan studi dokumen atau bahan pustaka 

terhadap data sekunder, khususnya data sek:under yang dikumputkan. 17 

Metode kepustakaan ini dilakukan dengan maksud untuk memperoleh 

pengetahuan dasar dari teori dasar sehubungan dengan masalah yang akan 

penu1is bahas. 

Sedangkan kegiatan pengurnpulan data primer yang dilakukan 

dalam penulisan ini adalah meialui wawancara dengan orang yang 

berprofesi sebagai Notaris/PPAT. dalam hal ini adalah Buniarti Tjandra, 

SH, dan Lieke Lianadevi Tukgali, SH, MH. MKn, kedua-duanya 

Notaris/PPAT di Jakarta. 

Metode pendekatan yang digunakan dalam menganalisa data pada 

penelitian ini adaJah metode pendekatan kuaiitatif, yaitu suatu cara 

penelitian yang bertujuan untuk mengerti atau memahami dengan cara 

menganalisis secara mendalam mengenai prosedur pelaksanaan 

pembayaran Pajak Pcnghasilan (PPh) atas pengalihan hak atas tanah 

dan/atau bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Taoah dan Bangunan 

(BPHTB) serta hambatan dalam penagihan Pajak Penghasilan (PPh) atas 

1 ~ Ibid 
11.lbid. 
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pcnga.lihan hak atas tanah dan/atau bangunan dan Bea Perolehan Hak Atas 

Tanah dan Bangunan (BPHTB) bagi Pejabat Pembuat Akta Tanah. 

1.4 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan diperlukan agar didapat keteraturan dan 

kejelasan arab dalam pembahasan masalah yang dihadapi. Oleh karena itu, 

penulis membagi penelitian ini dalam 3 bab, yang uraian .singkat mengenai 

isi setiap bab tersebut adalah sebagai berikut: 

BABI : PENDAHULUAN 

Dalam bab ini penulis akan menguraikan mengenai latar belakang 

permasalahan, pokok permasalahan, metode penelitlan yang akan 

digunakan dan sistematika penu!isan. 

BABll : IIAMBATAN BAGIFUNGSIPEJABAT 

PE!I<ffiUAT AKTA TANAIIDALAMPENAGlliAN 

PAJAK PENGIIASILAN (PPb) ATAS 

PENGALlliAN HAK ATAS TANAII DANIA TAU 

BANGUNAN DAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS 

TANAII DAN BANGUNAN (BPHTB) 

Dalam bab ini penulis memaparkannya dalam empat subbab. Subbab 

pertama penulis akan memaparkan ketentuan~ketcntuan umum meogenai 

Peraturan Jabatan PPAT, yang meliputi Pengertian PPAT. PPAT Sebagai 

Pejabat Umum, Daerah Kerja PPAT, Syarat Untuk Menjadi PPAT, 

Pengangkatan PPAT, Fonnasi PPAT, Pembinaan dan Pengawasan PPAT, 

Hak dan Kewajiban PPAT, Tugas dan Kewenangan PPAT, Pemberhentian 

PPAT, ProtokoJ PPAT, PPAT Sementara, dan PPAT Khusus; 

Pada subbab kedua penulis akan memaparkan ketentuan-ketentuan umum 

mengenani Pajak Penghasilan (PPh), yang meliputi Subyek PPh, Obyek 
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PPh, Tidak Termasuk Obyek PPh, dan Cara Penghitungan PPh atas 

pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan; 

Pada subbab ketiga penulis akan memaparkan ketentuan~ketentuan umum 

mengenai Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), yang 

meliputi pengertian BPHTB, Prinsip Pemungutan BPHTB, Subyek 

BPHTB, Obyek BPHTB, Obyek Pajak Yang Tidak Dikenakan BPHTB, 

Saat dan Tempat Terutang BPHTB, dan Cara Penghitungan BPHTB; 

Pada subbab terahir, penulis akan memaparkan analisa mengenai prosedur 

pelaksanaan pembayaran Pajak Penghasilan (PPh) atas pengalihan hak atas 

tanah danlatau bangunan dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan 

Bangunan (BPTHB) dan hambatan bagi fungsi Pejabat Pembuat Akta 

Tanah dalam penagihan Pajak Penghasilan (PPh) atas pengalihan hak atas 

tanah dan/atau bangunan dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan 

Bangunan (BPHTB). 

BAB III :PENUTUP 

Pada bah terakhir ini diuraikan tentang kesimpulan akhir yang menjadi 

jawaban dari pokok pennasalahan yang telah dibahas pada bab 

sebelumnya disertai dengan saran-saran yang dianggap perlu dan berkaitan 

dengan hasil analisa permasalahan pada tesis ini serta diharapkan berguna 

di dalam praktik. 
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BABII 

HAMBATAN BAG! FUNGSIPEJABAT PEMBUAT AKTA TAN All 

DALAM PENAGlliAN PAJAK PENGHASILAN (PPh) ATAS 

PENGALmAN HAK ATAS TANAII DAN/A TAU BANGUNAN DAN BEA 

PEROLEHAN HAK ATAS TANAII DAN BANGUNAN (BPHTB) 

2.1 Ketentuan Umum TentangPejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) 

2.1.1 Pengertian PPAT 

PPAT sudah dikenal sejak berlakunya Peraturan Pemerintah 

Nomor 10 Tahun l%1, Tentang Pendaftaran Tanah. Dalam Peraturan 

Pemerintah tersebut, disebutkan bahwa sebagai pejabat, PPAT berfungsi 

membuat akta yang bertujuan untuk memindahkan hak atas tanah, 

memberikan hak baru atas tanah atau membebankan hak tanggungan atas 

tanah. 

Pcngertian PPAT selaln dinyatakan dalam Peraturan Pemerintah 

Nomor iO Tahun 1961 tersebut, tcrdapat pula di beberapa peraturan 

perundang-undangan~ yaitu ; 

L Pasal I angka 4 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak 

Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Lain Yang Berkaitan 

Dengan Tanah (selanjutnya disebut juga dengan UU flak 

Tanggungan). yang berbunyi sebagai berikut: 

"Pejabat Pembuat Akta Tanah adalah Pejahat Umum yang diberi 
wewenang untuk mcmbuat akta pemindahan hak atas tanah, akta 
pernbebanan hak atas tanah dan ak:ta pemberian kuasa 
membebankan hak tanggungan rnenurut peraturan perundangw 
undangan yang berlaku.}' 
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2. Pasal 1 angka 24 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang 

Pendafta:ran Tanah, yaitu berbunyi sebagai berikut : 

"Pejabat Pembuat Akta Tanah adalah Pejaba:t Umum yang diberi 

kewenangan untuk membuat akta-akta tanah tertentu." 

3. Pasa11 angka I Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 199& Tentang 

Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah Juncto Pasal 1 angka 1 

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2006 . 
Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 37 

Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah. 

yang berbunyi sebagai berikut : 

"Pejabat Pembuat Akta Tanah, selanjutnya disebut PPAT, adalah 
Pejabat Umum yang diberi kewenangan untuk: rnembuat akta-akta 
otentik mengenai perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas 
tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun." 

2.1.2 PPAT sebagai Pejabat Umum 

Pejabat umum disini mempunyai makna sebagai berikut :18 

1. Ada pejabat yang menduduki ataupun yang memangku jabatan yang 

ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang bersifat urnum 

(hukum publik); 

2. Ada wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan 

terhadap pejabat yang berSangkutan; 

3. Dengan wewenang tcrscbut. pejabat yang bersangkutan melakukan 

suatu tindakan hukum tertentu yang berkenaan dengan kepentingan 

publik. Dalam hal ini memberikan pelayanan kepada publik (public 

service). 

Berdasafkan uraian tersebut,. wewenang PPA T sebagai pejabat 

umum terbatas. yaitu hanya meliputi wewenang untuk mengesahkan 

18 1 Gede Pantja Astawa, Kedudukan PPAT Sebagai Pejabal Umum Dalum Sfstem 
Kclatanegarnan IndODSiiijiJ, (Makalah disampaikan da\am Seminar yang diselenggarnkan lki'Liiln 
Pejabat Pembuar Akta Tunal'! (IPPAT) benempat di Hot.el Sari Pan Pacilic, Jakurta, 8 Juni 2001), 
hul. 7. 
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perbuatan hukum tertentu mengenai peralihan hak atas tanah atau hak 

milik atas satuan rumah susun, namun kini PPAT diberi wewenang untuk 

membuat akta-akta otentik mcngenai perbuatan hukum. yang dlatur dalam 

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun i998 yang merupakan pelaksanaan 

lanjutan darl Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang 

Pendaftaran Tanah. 

Menurut ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah 

Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, Pasal 37 ayat (I) 

mengatur bahwa peralihan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah 

susun melalui jual beli, tukar menukar. hibah, pemasukan dalarn 

perusahaan dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya, kecuali 

pemindahan hak mela!ui lelang hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan 

dengan akta yang dibuat oleh PPAT yang ben.venang mcnurut ketentuan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta Pasal 44 ayat ( l} 

mengatur bahwa pembebanan bak tanggungan pada hak atas tanah atau 

hak milik atas satuan rumah susun, pembebanan hak guna bangunan, hak 

pakai dan hak sewa untuk bangunan atas hak milik, dan pembebanan lain 

pada hak atas tanah atau hak rnilik atas satuan rumah susun yang 

ditentukan dengan peraturan perundang-undangan dapat didaftar jika 

dibuktikan dengan akta yang dibuat oJeh PPA T yang berwenang menurut 

ketentuan peraturan perundang-undangan yang beriaku. 

Dengan ketentuan tersebut, terlihat pentingnya peranan PPAT. 

Bahkan dalam Penjelasan Umum Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 

1998 ditegaskan bahwa PPAT berperan besar dalam rncningkatkan sumber 

penerimaan negara dari pajak, schubungan dengan tugas PPAT unluk 

memeriksa telah dibayarnya Pajak Penghasilan (PPh) dan Bea Perolehatt 

Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebelum membuat akta.l9 

Sejalan dengan peranannya itu. maka PPAT sebagai pejabat 

umum mempunyai tugas pokok mela.ksanakan sebagian kegiatan 

pendaftaran tanah dengan membuat akta sehagai bukti telah dilakukannya 

perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau hak miUk atas 

111 Jbfd, hal. 8. 
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satuan rumah susun. Perbuatan hukum tersebut .antara lain mellputi Jual 

Beli, Tukar Menukar, Hibah> Pemasukan ke dalam perusahaan (inbreng), 

Pembagian Hak Bersama, Pemberian Hak Guna Ba.ngunan!Hak Pakai Atas 

Tanah Hak Milik. Pemberian Hak Tanggungan dan Pemberian Kuasa 

Membebonl<an Hak Tanggungan. 

PPAT diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Negara 

Agraria!Kepala Badan Pertanahan Nasional. Untuk melayani masyarakat 

dalam pembuatan akta PPAT di daerah yang belom cukup terdapat PPAT 

atau untuk melayani golongan masyarakat tertentu dalam pembuatan akta 

PPAT; Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional dapat 

menunjuk pejabat~pejabat dibawab ini sebagai PPAT Sementara!PPAT 

Khusus. yaitu : 

a. Camat!Kepala Desa sebagai PPAT Sementara; 

b. Kepala Kantor Pertanahan sebagai PPAT Khmms. 

PPA T sebagai pejabat umurn mempunyai peran dan tugas yang 

strategis di dalam memberikan pelayanan publik (pembuatan akta) yang 

berkenaan dengan bidang pertanahan. Akta yang dibuat oleh PPAT untuk 

dapat dibuatkan sertipikat hak atas tanah ataupun sertipikat hak 

tanggungan adalah akta PPAT, sehingga kalau bukan akta PPAT (akta 

tanah) maka tidak dapat didaftarkan di Kantor Badan Pertanaha:n NasionaL 

2.1.3 Daerah Kerja PPAT 

Daerah kerja PPAT me1iputi satu wilayah kcrja Kantor 

Pertanahan. yaitu kabupatenlkota. Apabila suatu wilayah kabupatenlkota 

dipecah menjarli dua atau lebih wilayab kabupatenlkota, maka dalam 

walctu satu tahun sejak diundangkannya undang-undang tentang 

pembentukan kabupatenlkota yang baru, PPAT yang daerah kerjanya 

adalah kabupatenlkota semula harus memilih salah satu witayah 

kabupatenlkota sebagai daerah kerjanya, dengan ketentuan bahwa apabila 

pemilihan tersebut tidak dilakukan pad a waktunya, maka mulai satu tahun 
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sejak diundangkannya undang-undang pembentukan kabupaten!kota baru 

tersebut daerah kerja PPAT yang bersangkotan hanya meliputi wilayah 

kabupatenlKota letak kantor PPAT yang bersangkutan. 

Apabila Kantor Pertanahan untuk wilayah pemekaran merupakan 

kantor perwakilan, terhadap PPAT yang memilih daerah kerja asal atau 

daerah kerja pemekaran masih dapat melaksanakan pembuatan akta 

meliputi wilayah Kantor Pertanahan induk da!am waktu paling lama satu 

tahun sejak diundangkannya undang-undang pembentukan kabupatenlkota 

yang bersangkutan. 

PPA T yang diangkat dengan daerah kerja kabupatenlkota 

pemekaran sedangkan Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota pemekaran 

belum terbentuk. maka PPA T yang bersangkutan hanya berwenang 

membuat akta di daerah kerja sesuai dengan pengangkatannya.20 

2.1.4 Syarat Untuk Menjadi PPAT 

Seseorang untuk dapat diangkat sebagal PPAT haruslah lulus 

UJian PPAT yang diselenggarakan oleh Badan Pertanahan Nasiona\.21 

Namun sebelum mengikuti ujian PPAT, wajib mengikuti pcndidikan dan 

pelatihan PPAT yang diselenggarakao oleh Badan Pertanaban Nasional 

yang penyelenggaranya dapat bekerja sama dengan organisasi profesi 

PPAT22
, dimana pendidikan dan peJatiban PPAT tersebut dimaksudkan 

untuk mendapatkan calon PPAT yang professional dan memiliki 

kemampuan dalam melaksanakan tugas jabatannya. Mareri ujian PPAT 

terdiri dari :23 

a. Hukum Pertanahan Nasional; 

1
>1 Badan Pertanahan Nasional, 

I 

21 Jbid, Pasal II ayat (2). 

22 !bid, Pasat 12 ayat ( 1). 

2
) Ibid, Pasal 12 ayat (3} 
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b. Organisasi dan Kelembagaan Pertanahan; 

c. Pendaftaran Tanah; 

d. Peraturan Jabatan PPAT; 

e. Pembuatan Akta PPAT; dan 

f. Etika profesi. 

Pendidikan dan pelatihan PPA T meliputi Pendidikan dan 

Pelatihan Pertama dan Khusus. Pendidikan dan Pelatihan Pertama 

dise!enggarakan sebagai salah satu persya.ratan untuk mengikuti ujian 

pengisian fonnasi PPAT dalam rangka pengangkatan PPAT pertama kali, 

sedangkan Pendidikan dan Peiatihan Khusus diselenggarakan untuk: 

memberikan pemahaman atau pengetahuan lanjutan dalam rangka 

pembuatan akta tertentu yang berkaitan dengan perkembangan peraturan 

perundang-undangan bidang pertanahan. 

Untuk dapat mengikuti ujian PPAT, maka harus berusia minimal 

30 tahun dan wajib mendaftar pada panitia pelak.sana ujian Badan 

Pertanahan Nasional, dengan melengkapi persyaratan :24 

a. fotocopy KTP yang masih berlakll; 

b. fotocopy sertifikat Pendidikan dan Pelatihan Pertama PPA T yang 

dilegalisir oleh pejabat yang berwenang~ 

c. pas foto berwarna dengan ukuran 4 x 6 sebanyak 3 lembar; dan 

d. fotocopy ijazah Sl dan Program Pendidikan Khusus PPAT yang 

diselenggarakan oleh lembaga pendidikan tinggi yang dilegalisir oleh 

pejabat yang benvenang; atau 

e. fotocopy ijazah Program Pendidikan Spesialis Notariat atau Magister 

Kenotariatan yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang. 

2.1.5 Pengangkarnn PPA T 

Caton PPAT yang telah lulus ujian PPAT mengajukan 

pennohonan pengangkatan sebagai PPAT kepada Kepala Badan 

N !hid, Pasal 14. 
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Pertanahan, dimana pennohonan pengangkatan sebagai PPAT dilengkapi 

dengan persyaratan : 25 

a. Sural Keterangan Catalan Kepolisian (SKCK) dan/atau surat 

keterangan yang pacta intinya menerangkan tidak pernah melakukan 

tindak pidana kejahatan yang dikeluarkan oleh Tnstansi Kepolisian; 

b. Sural keterangan kesehatan dari dokter umum atau dokter spesialis 

yang menyatakan bahwa yang bersangkutan sehatjasmani dan rohani; 

c. Surat pemyataan bermeterai cukup dari yang bersangkutan yang 

menyatakan kesediaannya untuk ditunjuk sebagai penerima protokol 

PPAT lain; 

d. Surat pemyataan bermeterai cukup dari yang bersangkutan yang 

menyatakan tidak rangkap jabatan; 

e. Fotocopy sertifikat Pendidikan dan Pelatihan Pertama PPAT yang 

dilegalisir oleh pejabat yang berwenang; 

f. Daftar riwayat hidup; dan 

g. Fotocopy ijazah Program Pendidikan Spesialis Notariat atau Magister 

Kenotariatan yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang; atau 

h. Fotocopy ijazah SI dan Program Pendidikan Khusus PPAT yang 

diselenggarakan oleh lembaga pendidikan tinggi yang dilegalisir oleh 

pejabat yang berwenang. 

Untuk melayani masyarakat dalam pembuatan akta PPAT di 

daerah yang belum cukup terdapat PPAT atau untuk melayani golongan 

masyarakat tertentu dalam pembuatan akta PPAT tertentu, Menteri yang 

bertanggung jawab di bidang agraria!pertanahan dapat menunjuk pejabat­

pejabat sebagai PPAT Sementara atau PPAT Khusus, yaitu :26 

I. Camat atau Kepala Desa untuk melayani pembuatan akta di daerah 

yang belum cukup terdapat PPAT, sebagai PPAT Sementara; 

2. Kepala Kantor Pertanahan untuk melayani pembuatan akta PPAT yang 

diperlukan dalam rangka pelaksanaan program-program pelayanan 

n Ibid, Pasal 15 ayat (2). 

26 Indonesia (a), Pcraturan Pcmerintah Tentang Peraturan Jabatan Pcjabat Pembuat Akla 
Tanah, PP Nomor 37 Tahun 1998, LN No. 52 tahun 1998, TLN No. 3746, Pasal 5 ayat (3). 
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masyarakat atau untuk melayani pembuatan akta PPAT tertentu bagi 

negara sahabat berdasarkan asas resiprositas sesuai pertimbangan dari 

Departemen LuarNegeri, sebagai PPAT Khusus. 

2.1.6 Formasi PPAT 

Fonnasi atau kebutuhan dan pengadaan PPAT ditetapkan oleh 

Kepala Badan Pertanahan untuk setiap daerah kerja PPA T dengan 

mempertimbangkan faktor sebagai berikut :27 

a. jumlah kecamatan di daerah kabupatenlkota yang bersangkutan; 

b. tingkat perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau Hak 

Milik Atas Satuan Rumah Susun; 

c. tingkat perkembangan ekonomi daerah yang bersangkutan; 

d. jumlah perrnohonan untuk dapat diangkat sebagai PPAT di daerah 

kabupaten!kota yang bersangkutan; 

e. jumlah PPAT yang sudah ada pada setiap daerah kabupaten/kota yang 

bersangkutan; 

f. lain-lain faktor yang dianggap penting oleh Kepala Badan Pertanahan. 

Forrnasi PPAT diklasifikasikan menjadi dua, yaitu :28 

a. formasi pada beberapa daerah kabupatenlkota tertentu yang hanya 

diperuntukkan bagi PPAT yang pemah menjabat sebagai PPAT; dan 

b. formasi pada daerah kabupaten/kota yang diperuntukkan bagi 

pengangkatan pertama kali dan/atau untuk PPAT yang pernah 

menjabat sebagai PPAT. 

27 Badan Pertanahan Nasional, op. cit., Pasal 7 ayat (I). 

28 Ibid, Pasal 7 ayat (2). 

Universitas Indonesia 

Hambatan Bagi..., Amelia Sonja Alisangihe, FH UI, 2009



21 

2.1.7 Pembinaan dan Pengawasan PPAT 

Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas PPA T 

dilakukan oleh Kepa!a Badan Pertanahan, Kepala Kantor Wilayah 

Pertanahan dan Kepala Kantor Pertanahan. Pembinaan dan pengawasan 

terhadap PPAT yang dilakukan oleh Kepala Badan Pertanahan adalah 

sebagai berikut :29 

a. memberikan kebijakan mengenai pelaksanaan tugasjabatan PPAT; 

b. memberikan araban pada semua pemangku kepentingan yang 

berkaitan dengan ke~PPAT~an; 

c. melak:ukan pembinaan dan pengawasan atas organisasi profesl PPAT 

agar tetap berjalan sesuai dengan arah dan tujuannya: 

d. menjalankan tindakan-tindakan lain yang dJanggap perlu untuk 

memastikan pelayanan PPAT tetap berjalan sebagaimana mestinya; 

e. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap PPAT dan PPAT 

Sementara dalam rangka menjalankan kode etik profesi PPAT. 

Pembinaan dan pengawasan terhadap PPAT yang dilakukan oleh 

Kepala Kantor Wilayail adalah sebagai berikut :3a 

a. menyampaikan dan menjel~kan kebijakan dan peraturan pertanahan 

serta petunjuk tehnis pelaksanaan tugas PPAT yang telah ditetapkan 

oleh Kepala Badan Pertanahan dan peraturan perundang~undangan 

yang berlaku; 

b. membantu melakukan sosialisasi, diseminasi kebijakan dan pcrnturan 

perundang-undangan pertanahan a tau petunjuk tehnis; 

c. secara periodik melakukan pengawasan ke kantor PPAT guna 

memastikan ketertiban adm(nistrasi, pelaksanaan tugas dan kewajiban 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ke~PPA T-an. 

n Ibid, Pasal 66 ayol. (l). 

30 
Ibid, Pasal 66 ayat (2}. 
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Pcmbinaan dan pengawasan terhadap PPAT yang dilakukan oleh 

Kepala Kantor Pertanahan adalah sebagai berikut :31 

a. membantu menyampaikan dan menjelaskan kebijakan dan peraturan 

pertanahan serta petunjuk tehnis pelaksanaan tugas PPAT yang telah 

ditetapkan oleb Kepala Badan dan peraturan perundang~undangan; 

b. memeriksa akta yang dibuat PPAT dan memberitahukan secara 

tertulis k:epada PPAT yang bersangkutan apabila ditemukan akta yang 

tidak memenubi syarat untuk digunakan sebagai dasar pendaftaran 

haknya; 

c. melakukan pemeriksaan mengenai pelaksanaan kewajiban 

operasional PPAT. 

2.1.8 Hak dan Kewajtban PPAT 

PPA T mempunyai hak :32 

a. cuti; 

b. memperoleh uangjasa (honorarium) dari pembuatan akta sesuai Pasal 

32 ayat (I) Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998;33 

c. memperoleh informasi serta perkembangan peraturan perundang­

undangan pertanahan; 

d. memperoleh kesempatan untuk mengajukan pembelaan diri sebelum 

ditetapkannya keputusan pemberhentian sebagai PPA T. 

Cuti PPAT terdiri atas :34 

a. cuti tahunan, paling lama dua minggu setiap tahun takwim; 

--~ .. --
11 Ibid, Pasal 66 ayat (3). 

11 Ibid, Pasal 36 ayat ( !). 

n Pasal 32 ayat (I) Peralurnn Pcmcrintah Nomor 3 7 Tahun 1998 Tenlnng Pernturnn 
Jnbnrnn PejabaL Pembuat Akla Tanah menyebutkan "Uang jasa (honorarium) PPAT dan PPAT 
Semcotara, tennasuk uang jasa (tumorarium) sa.\si tidak boleh melebihl l % (sat\1 persen) durl 
hllfga trans;lksi yang !.Crean tum .di da\am akta." 

14 Badan Penanahan Nasional, op. c:ir., Pasal 37. 

UniVel'$itaS Indonesia 

Hambatan Bagi..., Amelia Sonja Alisangihe, FH UI, 2009



23 

b, cuti sakit. termasuk cut! melahirkan, untuk jangka waktu menurut 

keterangan dari dokter yang berwenang; 

c. cuti karena alasan penting. dapat diambil setiap kali diperlukan 

dengan jangka waktu paling lama sembilan bulan dalam setiap tiga 

talmn takwim. 

Untuk dapat melaksanakan cuti tahunan dan cuti karena alasan 

penting. maka PPAT yang baru diangkat atau diangkat kembali harus 

sudah membuka kantor PPATnya minimal tiga tahun, sedangkan untuk 

melaksanakan ketiga jenis cuti tersebut di atas maka diperlukan 

persetujuan sebagai berikut : 

a. untuk cuti yang lamanya kurang dari tiga bulan, dengan persetujuan 

Kepala Kantor Pertanahan setempat; 

b. untuk cutl yang lamanya tiga bulan atau lebih tetapi kurang dari enam 

bulan. dengan persetujuan KepaJa Kantor Wilayah setempat~ 

c. untuk cutl yang lamanya enam bulan atau lebih, dengan persetujuan 

Kepala Badan Pertanahan. 

PPAT mempunyai kewajiban :35 

a. Menjunjun~ tinggi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan 

Negara Kesatuan Repubtik Indonesia. 

b. Mengjkuti pelantikan dan pengangkatan sumpat jabatan scbagai 

PPAT; 

c. Menyampaik:an laporan bulaoan rnengenai akta yang dibuatnya kcpada 

Kcpala Kantor Pertanahan, Kepala Kantor Wilayah dan Kepala Kantor 

Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan setempat paling lambat tanggal 

sepuluh bulan berikutnya; 

d. Menyerahkan protokol PPAT, dalarn hal : 

1) PPAT yang berhenti menjabat kepada PPAT di daemh kerjanya 

atau kepada Kepala Kantor Pertanahan; 

2) PPA T Scmentara yang berhenti sebagai PPA T Sementara kepada 

PPAT Sementara yang menggantikannya atau kepada Kepala 

Kantor Pertanahan; 

H Ibid, Pasal 45. 
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3) PPAT Khusus yang berhenti sebagai PPAT Khusus kepada PPAT 

Khusus yang menggantikannya atau kepada Kepala Kantor 

Pertanahan; 

e. Membebaskan uang jasa kepada orang yang tidak mampu, yang 

dibuktlkan secara sah~ 

f. Membuka kantornya setiap hari kerja. kecuali sedang melaksanakan 

cuti atau hari libur resmi dengan jam kerja paling kurang sama dengan 

jam kerja Kantor Pertanahan setempat; 

g. Berkantor hanya di satu kantor dalam daerah kerja sebagaimana 

ditetopkan dalam keputusan pengangkatan PPAT; 

h. Menyampaikan alamat kantomya, contoh tanda tangan, contoh paraf 

dan teraan cap/stempel jabatannya kepada Kepala Kantor Wilayah, 

Bupati!Walikota. Ketua PengadiJan Negeri dan Kepala Kantor 

Pertanahan yang wilayabnya meliputi daerah kerja PPAT yang 

bersangkutan dalam waktu satu bulan setelah pengambilan sumpah 

jabatan; 

i. Melaksanakan jabatan secara nyata setelah pengambilan sumpah 

jabatan; 

j. Memasang papan nama dan menggunakan stempel yang bentuk dan 

ukurannya ditetapkan oleh Kepala Badan Pertanahan; 

k. Lain-lain sesuai peraturan perundang-undangan. 

Selain itu1 PPAT berkewajiban menyampaikan akta PPAT dan 

dokumen-dokumen lain yang diperlukan untuk keperluan pendaftaran akta 

perhuat.an hukum yang dibuatnya kepada Kepala Kantor Pertanahan pali'ng 

!ambat tujuh hari kerja sejak ditandatangani akta yang bersangkur.an.36 

PPAT wajib menolak untuk membuat akta jika :)1 

~L tidak ada sertifikat as:li atau surat bukti hak; 

b. salah satu plhak atau kuasanya tidak hadir, 

3' Ibid, Pasal 61 ayat (I). 

n Indonesia (b), PeratMr..ru:t. Pe:rncd.tMh Tenumg Pendafiaran TaW, PP No, 24 Tahun 
1997, LN No. 59 tahun 1997, TLN No. 3696, Pasal 39. 
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c. bagi tanah~ta.nah yang barus mendapat ijin dari instansi yang 

berwenang, belum diperoleh ijin; 

d. salah satu pihak bertindak berdasarkan surat k.uasa mutlak; 

e. obyeknya masih dalam sengketa; 

f. tidak dipenuhinya syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang; 

g. belum dlserahkannya kopian Surat Setoran Pajak Penghasilan (SSP) 

atau Surat Setoran Bea Perolehan Hak. atas Tanah dan Bangunan 

(SSB). 

2.1.9 Togas dan Kewenangan PPAT 

PPAT mempunyai tugas pokok yaitu melaksanakan sebagian 

kegiatan pendaftaran tanah dengan membuat akta sebagai bukti telah 

dilakukannya perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau Hak 

Milik Atas Saluan Rumah Susun yang akan dijad!kan dasar bagi 

pendaftaran perubahan data pendafta:ran tanah yang diakibatkan oieh 

perbuatan hukum itu.J& Perbuatan hukum yang dimab;ud adalah :39 

a. jual beli; 

b. tukar menukar; 

c. hibah; 

d. pemasukan ke dalam perusahaan (inbreng); 

e. pembagian hak bersarna; 

f. pemberian Hak Guna Bangunan/Hak Pakai atas tanah Hak Milik; 

g. pemberian Hak Tanggungan~ 

h. pemberian kuasa membebankan Hak Tanggungan. 

H Badn.n Pertanahan Nasional, op. cil., Pa~al 2 ayal (I). 

39 Ibid, Pasal 2 ayat (2). 
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2.1.10 Pemberhcntian PPAT 

PPAT berhenti menjabat sebagai PPAT karena :40 

a. meninggal dunia; atau 

b. telah mencapai usia 65 tahun; atau 

c. diangkat dan mengangkat sumpat jabatan atau melaksanakan tugas 

sebagai notaris dengan tern pat kedudukan di kabupaten!kota yang lain 

daripada daerah kerjanya sebagai PPAT; alau 

d. diberhentikan oleh Kepala Badan Pertanahan. 

PPAT diberhentikan dengan hormat dari jabatannya oleh Kepala 

Badan Pertanahan karena :41 

a. pennintaan sendiri; 

b. tidak Iagi mampu menjalankan tugas karena keadaan kesehatan badan 

atau kesehatan jiwanya, setelah dlnyatak:an oleh tim pemeriksa 

kesehatan yang ber.venang atas permintaan Kepala Badan Pertanahan 

atau pejabat yang ditunjuk; 

c. melakukan pelanggaran ringan terhadap larangan atau kewajiban 

sebagai PPAT; 

d. diangkat sebagai PNS (Pegawai Negeri Sipil) atau anggota TNI 

(Tentara Nasional Indonesia)IPOLRI (KepoHsian Republik Indonesia}. 

PPA T diberhentikan dengan tida.k hormat dari jabatannya oleh 

Kepala Badan Pertanahan karena :42 

a. melakukan pelanggaran berat terhadap larangan atau kewajiban 

sebagai PPAT; 

b. dijatuhi hukuman kurunganlpenjara karena melakukan kejahatan 

perbuatan pidana yang diancam dengan hukum kurungan atau penjara 

paling lama 5 (lima) tahun atau 1ebih berat berdasarkan putusan 

pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap; 

c. melanggar kode etik profesi. 

4
(1 Ibid, Pasal 25 a :r-at ( l). 

~~ Ibid, Pasal 28 ayat (l). 

42 Ibid, Pasal 28 ayat (2}. 
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Pclanggaran ringan yang dimaksud antara lain :4J 

a. Memungut uang jasa meleblhi ketentuan peraturan perundang­

undangan; 

b. Dalam wa.ktu dua bulan setelah berakbirnya cuti tidak melaksanakan 

tugasnya kern bali; 

c. Tidak menyampaikan laporan bulanan mengenai akta yang dibuatnya; 

d. Merangkap jabatan sebagai advokat. Pegawai Negara, Pegawai Badan 

Usaha Milik Negara (BUMN)/Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) 

atau lain-lain jabatan yang dilarang peraturan perundang~undangan; 

dan 

e. Lain-lain yang ditetapkan oleh Kepala Badan PertanaJ1an. 

Pelanggaran berat yang dimaksud antara lain :44 

a. membantu meJakukan permufakatan jahat yang mengakibatkan 

sengketa atau konftik pertanahan; 

b. rnelakukan pembuatan akta sebagai pennufakatan jahat yang 

mengakibatkan sengketa atau konflik pertanahan; 

c. melakukan pembuatan akta di iuar daerah kerjanya; 

d_ memberikan keterangan yang tidak benar di dalam akta yang 

mengakibatkan sengketa atau konflik pertanahan; 

e. membuka kantor cabang atau perwakilan atau bentuk lainnya yang 

terletak di Juar dan/atau di dalam daerah kerjanya; 

f. melanggarsumpatjabatan PPAT; 

g. pembuatan akta: PPAT yang dilakukan, sedangkan diketahui oleh 

PPA T yang bersangkutan bahwa para pihak yang berwenang 

melakukan perbuat.an hukum atau kuasanya ses:uai peraturan 

perundang-undangan Hdak hadir dihadapannya; 

h. pembuatan akta mengenai hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan 

Rumah Susun yang oleh PPAT yang bersangkutan diketahui masih 

dalam sengketa yang mengakibatkan penghadap yang bcrsangkutan 

4
} Ibid, rasa! 28: ayal {3}. 

4~ Ibid, Pasal 28 ayat (4}. 
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tidak berha.k untuk melakukan perbuatan hukum yang dibuktikan 

dengan akta; 

i. PPAT tidak rnembacakan aktanya djhadapan pada pihak maupun pihak 

yang belum atau tidal berwenang melakukan perbuatan hukum sesuai 

akta yang dibuatnya; 

J· PPAT membuat al<ta dihadapan para pihak yang tidak berwenang 

melakukan perbuatan hukum sesuai akta yang dibuatnya; 

k. PPA T membuat akta dalam masa dikenakan sanksi pemberhentian 

sementara a tau dalam keadaan cuti; 

I. Lain-lain yang ditetapkan oleh Kepala Badan Pertanahan. 

PPAT yang ak:an berhenti karena mencapai usia 65 (enampuluh 

lima) tahun, paling larnbat 3 (tiga) bulan sebelumnya harus melaporkan 

kepada Kepala Kantor Pertanahan setempat mengenai PPAT yang bersedia 

menerima protokot PPATnya. dengan tembusan kepada Kepala Kantor 

\Vilay~ dimana pemberhentian PPAT dari jabatannya dilakukan dengan 

Keputusan Kepala Badan Pertanahan. Apabila PPAT telah diberhentikan 

dari jabatannya, maka ia tidak lagi berwenang membuat akta PPAT sejak 

tanggal ber!akunya keputusan pemberhentian yang bersangkutan. 

PPAT dilarang merangkap jabatan ata.u profesi :45 

a. advokat; 

b. pegawai negeri. pegawai badan usaha milik negaratdaerah; 

c. lain-lain jabatan yang dilarang peraturan perundang~undangan, antara 

lain ABRI, yaitu TN! dan Polri. 

2.1.11 Protokol PPAT 

Protokol PPAT adalah kumpulan dokumen yang harus disimpan 

dan dlpelihara oleh PPAT yang terdiri dari daftar akta. akta asli, warkah 

45 Ibid, Pasal 30.ayar ( 1). 
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pendukung akta, arsip laporan, agenda dan surat~surat lainnya.4
6o Protokol 

PPAT terdiri dari: 

a. Daftar Akta, yaitu satu buku untuk semua akta yang dibuatnya dimana 

diisi dan ditutup setiap hari kerja dan diparaf oleh PPAT yang 

bersangkutan; 

b. Akta asli PPAT, yangdijilld sebulan sekali dan setiapjilid terdiri dari 

(50) limapuluh lembar akta; 

c. Warkah pendukung da\am pembuatan akta; 

d. Arsip laporan, yaitu arsip laporan bulanan PPAT kepada instansi yang 

berwenang mengenai akta-alcta yang dibuatnya; 

e. Daftar Agenda, yaitu buku tentang pengiriman atau penyerahan surat­

surat berkaitan dengan tugas PPAT; 

f. Surat-surat lain yang diperlukan dalam pembuatan akta PPAT. 

2.1.12 PPAT Sementara 

Pengertian PPA T Sementara diatur dalam Pasal I angka 2 

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan 

Pejabat Pembuat Ak.ta Tam:1h Juncto Pasal I angka 2 Peraturan Kepala 

Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2006 Tentang Ketentuan 

Pelaksanaan Pcraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 199& Tentang 

Peraturan Jabatan Pcjabat Pemhuat Akta Tanah, yaitu pejabat pemerintah 

yang ditunjuk karena jabatannya untuk melaksanakan tugas PPAT dengan 

mernbuat akta PPAT di daerah yang belum cukup terdapat PPAT. 

Formasi atau kebutuhan dan penunjukan PPA T dan PPA T 

Sementara ditetapkan oleh Kepala Badan Pertanahan dengan 

mempertimbangkan faktor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (J) 

Juncto Pasal 7 ayat (I) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Naslonal 

Nomor 1 Tahun 2006, yaitu :41 

.tt Ibid, Pasal I angka 5. 

41 Ibid, Pas a! 9 aya1 ( l) Juncto Pasal 7 aym (I). 
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a. jumlah kecamatan di daerah kabupatenlkota yang hersangkutan; 

b. tingkat perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau Hak 

Milik Atas Satuan Rumah Susun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

2; 

c. lingkat perkembangan ekonomi daerah yang bersangkutan; 

d. jumlah pennohonan untuk dapat diangkat sebagai PPAT di daerah 

kabupatenlkota yang bersangkutan; 

e. j umlah PPAT yang sudah ada pada setiap daerah kabupatenlkota yang 

bersangkutan~ 

f. lain-lain faktor yang dianggap penting oleh Kepala Badan Pertanahan. 

Camat dapat ditunjuk sebagai PPAT Sementara dalam hal di 

daerah kabupaten/kota sebagal wllayah kerjanya masih tersedia formasi 

PPAT, dimana untuk keperiuan penunjukan Camat sebagai PPAT 

Sementara. yang bersangkutan wajib mengajukan permohonan penunjukan 

sebagai PPAT Sementara kepada Kepala Badan Pertanahan dengan 

metampirknn sallnan atau fotocopy keputusan pengangkatan sebagai 

Camat melalul Kepala Kantor Wilayah.41 

Dalam hal tertentu Kepala Badan Pertanahan dapat menunjuk 

Camat dan/atau Kepala Desa karena jabatannya sebagai PPA T Sementara; 

namun sebelum Camat dan/atau Kepala Desa ditunjuk sebagai PPAT 

Sementara, maka Camat dan/atau Kepa!a Desa tersehut wajib mengikuti 

pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan oleh Badan Pertanahan 

Nasional yang penyelenggaraannya dapat bekerja sama dengan organisasi 

profesi PPAT.49 

2.1.13 PPAT Kbusus 

Pasal 1 angka 3 Peraturan .Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 

Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah Juncto Pasal 

~i !bid, Pasal 19 aya1 (I) dan ayat {3). 

~~Ibid, Pasat tS ayat (1) dan ayat (2). 
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angka 3 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor I Tahun 

2006 Teotang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 37 

Tahun 1998 Tentang Peraturan Ja:batan Pejabat Pembuat Akta Tanah 

mengatur definisi PPAT Khusus, yaitu pejabat Bad an Pertanaha.n Naslonal 

yang ditunjuk karena jabatannya untuk melaksanakan tugas PPA T dengan 

membuat akta PPA T tertentu khusus dalam rangk:a pelaksanaan program 

atau tugas Pemerintah tertentu. 

Formasi PPAT Khusus ditetapkan oleh Kepala Badan 

Pertanahan berdasarkan kebutuhan akan perbuatan hukum tertentu di 

kabupatenlkota yang bersangkutan, 50 

2.2 Ketentuan Umum Ten tang Pajak Penghasilan (PPh) atas pengalihan bak 

atas lanah dan/atau bangunan 

Pajak Penghasilan diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 

Tahun 1983, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 

Tahun 2000, dan terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nom or 36 

Tahun 2008, yang selanjutnya disebut juga Undang-Undang Pajak 

Penghasilan. 

Undang-Undang Pajak Penghasilan mengatur pengenaan Pajak 

Penghasilan terhadap Subyek Pajak berkenaan dengan penghasilan yang 

dlterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Subyek Pajak tersebut 

dikenakan pajak apabiJa menerima atau rnemperoleh penghasilan. Subyck 

Pajak yang menerima atau mcmperoleh penghasilan dalam Undang­

Undang Pajak Penghasilan disebut Wajib Pajak. Wajib Pajak dikenakan 

pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya selama satu tahun 

pajak atau dapat pula dikenakan pajak untuk penghasilan dalam bagian 

tahun pajak) apabila kewajiban pajak subyeknya dimulai atau berakhir 

dalam tahun pajak. Yang dimaksd dengan tahun pajak dalam Undang­

Undang Pajak Penghasilan adalah tahun takwim, namun Wajib Pajak 

w Jb!'d, Pnsal I 0, 
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dapat menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun takwim, 

sepanjang tahun buku tersebut meliputi jangka waktu duabelas hulan.51 

2.2.1 Subyek PPh (Wajib Pajak PPh) 

Subyek Pajak dalam Pajak Penghasilan terdiri dari Subyek Pajak 

dalam negeri dan Subyek Pajak luar negeri. Dalam Pasal 2 ayat (3) 

Undang~Undang Pajak Penghasilan menyatakan pengertian Subyek Pajak 

dalam negeri yang berbunyi sebagai berikut : 

"(3) Yang dimaksud dengan Subyek Pajak dalam negeri adalah : 
a. Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia atau orang 

prihadi yang berada di Indonesia febih dari 183 (seratus 
delapanpuluh tiga) hari di!lam jangka waktu 12 (duabe!as) 
bulan, atau orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada 
di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di 
lndonesia; 

b. badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia; 
c. warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan. 

menggantikan yang berhak." 

Warisan yang belum terbagi yang ditinggalkan oieh orang 

pribadi subyek pajak dalam negeri dianggap sebagai subyek pajak dalam 

negeri mengikuti status pewaris. Adapun untuk pelaksanaan pemenuhan 

kewajiban perpajakannya, warisan tersebut mengga.ntikan kewajiban abll 

waris yang berbak. ApabHa warisan tersebut telah dibagi, kewajiban 

perpajakannya beraJih kepada ahli waris.52 Warisan yang belum terbagi 

yang ditinggalkan oleh orang pribadi sebagai subyek pajak luar negeri 

yang tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melaiui suatu 

bentuk usaha tetap di Indonesia, tidak dianggap sebagai subyek pajak 

" Muhamrnnd Rusjdi, P~~-: Pajak P;:;ngbasilan, (Jt~.karla: PT. Indcks, 2004}, haL 02- I. 

51 Indonesia. (c), YJ'!.d_~ng-Undang Ten!ang lQjok Penghasllan. UU No. 36 Tahun 2008, 
LN No. 133 1ahun 2008, TLN No. 4B93, Penjelnsan Pasal2 ayat (J) hurufc. 
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pengganti karena pengenaan pajak atas penghasilan yang diterima atau 

diperoleh orang pribadl dimaksud melekat pa.da obyeknya:.53 

Sedangkan pengertian Subyek Pajak Juar negeri dlatur dalam 

Pasal 2 ayat (4) UndangKUndang Pajak Penghasilan yang berbunyi sebagai 

berikut : 

"(4) Yang dimaksud dengan Subyek Pajak luar negeri adalah: 
a. Orang pribadi yang tidak bertempa! tinggal di Indonesia atau 

orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 
(seratus delapanpuluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 
(duabelas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak 
bertempat kedudukan di Indonesia yang menjalankan usaha 
atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di 
Indonesia; 

b. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di [ndonesia atau 
berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (scratus delapanpuluh 
tiga) hari dalam jangka waktu 12 (duabelas) bulan, dan badan 
yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di 
Indonesia yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan 
da.ri Indonesia bukan dari menjalankan usaha atau melakukan 
kegiatan meEalui bentuk usaha tetap di Indonesia!' 

2.2.2 Objek PPh 

Pasal 4 ayat (l) Undang-Undang Pajak Pcnghasjlan mengatur 

rnengenai obyek pajak penghasilan sebagai berikut : 

"(1) Yang menjadi Obyek Pajak adalah penghasilan yaitu setiap 
tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau dipcroieh 
Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun di luar 
Indonesia,. yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk 
menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan 
nama dan dalam bentuk apapun. terrnasuk. ; 
a. penggantian 8tau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau 

jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, 
tunjangan, honorarium, komisi, bonus. gratifikasi, uang 
pensiun, atau imbalan dalam bentuk Iainnya, kecuali 
ditentukan lain dalam Undang-Undang Pajak Pcnghasilan; 

5} {bid, Pcnje!asM Pasal2 ayat{3) huruf c. 
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b. badiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan. dan 
penghargaan; 

c. laba usaha; 
d. keuntungan karena penjualan atau karena pengallhan harta 

termasuk: 
l) keuntungan karena pengalihan harta kepada pcrseroan, 

persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau 
penyertaan modal~ 

2) keuntungan yang diperoieh perseroan, persekutuan dan badan 
lainnya karena penga!ihan barta kepada pemegang saham. sekutu 
atau anggota~ 

3) keuntungan karena likuidasi, penggabungan, pe1eburan, 
pemekaran. pemecahan1 atau pengambj(alihan usaha; 

4) keuntungan karena pengaliban harta berupa hibah, bantuan atau 
sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sed arab dalam 
garis keturunan Iurus satu derajat, dan badan keagarnaan atau 
bad an pendidikan atau badan sosiai atau pengusaha kecil tennasuk 
koperasi yang ditetapkan oJeh. Menteri Keuangan. sepanjang tidak 
ada hubungan dengan usaha~ pekerjaan. kepemilikan atau 
penguasaan anfara pihak-pihak yang bersangkutan; 
e. penerlmaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan 

sebagai biaya; 
f. bunga terrnasuk premium, diskonto, dan imbalan karena 

jaminan pengembalian utang; 
g. divtden, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk 

dividen dari peru:sahaan asuransi kepada pemegang polis. dan 
pembagian sisa basil usaha koperasi; 

h. roya!ti; 
1. sewa dan penghasilan lain sehuhungan dengan penggunaan 

harta; 
j. penerimaan atau perolehan pembayaran berkala~ 
k. keuntungan karena pembebasan utang, kecuaH sampai dengan 

jurnlah tcrtentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah; 
L keuntungan karena selisih kurs mata uang asing; 
m. selisih lebih karena penilaian kembali aktiva; 
n. premi asuransi; 
o. iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari 

anggotanya yang terdiri dari Wajib Pajak yang menjalankan 
usaha atau pekerjaan bebas; 

p. tambahan kekayaan neto yang berasal dari pengb:asilan yang 
betum dikenakan pajak," 

Penghasilan dari pengalihan harta berupa hak atas tanah da.nlatau 

bangunan, pengenaan pajaknya diatur dengan Peraturan Pemerintah 

Nomor 48 Tahun 1994 Junctis Peraturan Pernerintah Nomor 27 Tahun 

1996, Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 1999 dan Peraluran 
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Pemerintah Nomor 71 Tahun 2008 Tentang Pembayaran Pajak 

Penghasiian Atas Penghasilan Dari Pengaliban Hak Atas Tanah dan/atau 

Bangunan. yang selanjutnya disebut Juga Peraturan Pemerintah Tentang 

Pembayaran Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Pengalihan Hak 

Atas Tanah dan/atau Bangunan, dimana obyek pajak penghasiian dari 

pengaHhan harta berupa tanah dan atau bangunan yang akan menjadi 

pembahasan dalam penelilian ini. 

Dalam Pasal 1 Peraturan Pernerintah Nomor 48 Tahun 1994 

berikut Penjelasannya) lebih dipertegas lagi mengenai obyek pajak 

penghasilan dari pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan, yang 

berbunyi sebagai berikut : 

"( i) Atas penghasiian yang diterima atau dlperoleh orang pribadi atau 
badan dari pengalif:u.m hak atas tanah dan/atau bangunan wajib 
dibayar Pajak Penghasilan, pada saat terjadinya transilii terse but. 

(2) Pengalihan hak atas: tanah dan/atau bangunan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) adalah semua pengalihan hak atas tanah 
dan!atau bangunan yang dapat dilakukan dengan cara : 

a. penjualan, tukar menukar, peljanjian pemindahan hak, 
pelepasan ha~ penyerahan bak, lelang, hibah, atau cara lain 
yang disepakati oleb kedua belah pthak yang bukan 
pemerintah; 

b. penjualan, tukar menukar1 peJepasan hak, penyerahan bak. 
atau cara lain yang disepakati dengan pemerintah guna 
pelaksanaan pembangunan, tennasuk pembangunan untuk 
kepentingan umum yang tidak memerlukan persyaratan 
khusus, misalnya penjualan atau pelepasan hak tanah kepada 
pemerintah untuk proyek Rumah Sakit Umum dan untuk 
proyek kampus universitas; 

c. penjualan, tukar menukar) pelepasan hak~ penyerahan hak, 
atau cara lain kepada pemerintah guna , pelaksanaan 
pembangunan untuk kepentiogan umum yang memerlukan 
persyaratan khusust yaitu pembebasan tanah oleh pemerintah 
untuk proyek~proyek jalan umum, saluran pembuangan air, 
waduk, bcndungan dan bangunan pengairan lainnya. saluran 
irigasi, pelabuhan laut, bandar udara. fasilitas keseJamatan 
umum seperti tanggul penanggulangan bahaya banjJr. lahar 
dan bencana iainnya, dan fasititas Angkatan Bersenjata 
Republik Indonesia:; 
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2.2.3 Tidak Termasuk Obyek PPh 

Pasal 4 ayat (3} Undang-Undang Pajak Penghasilan mengatur 

mengenai yang tidak termasuk sebagai Obyek Pajak adalah : 

a. J) bantuan sumbangan, termasuk zakat yang diterima oleh badan amil 

zakat atau lernbaga ami! zakat yang dibentuk atau clisahkan oleh 

Pemerlntah dan para penerima zakat yang berhak; 

2) harta hibahan yang diterjma oleh keluarga sedarah dalam gads 

keturnnan Jurus satu derajat, dan oleh badan k:eagamaan atau badan 

pendidikan atau badan sosia1 atau pengusaha kecit termasuk 

koperasi yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, sepanjang tidak 

ada hubungan dengan usaha. pekerjaan. ke:pemilikan, &tau 

penguasaan antara pihak--pihak yang bersangkutan; 

b. warisan~ 

c. harts termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagaiman 

dimaksud dalam Pasal2 ayat (I) hurufb sebagai pengganti saham atau 

sebagai pengganti penyertaan modal; 

d. penggantian atau imbalan sehubungan dengan peketjaan atau jasa yang 

diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan atau kenikmatan dari 

Wajib Pajak atau Pemerintah; 

e. pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi 

sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi 

jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa; 

f. dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan 

terbatas sebagai Wajib Pajak dalam negerj, koperasi, Badan Usaha 

MiHk Negara, atau Harlan Usaha Milik Daerah. darl penyertaan modal 

pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di 

Indonesia dengan syarat: 

I) dividen berasal dari cadangan !aha yang ditahan~ dan 

2) bagi perseroan terbatas, Badan Usaha Milik Negara dan Badan 

Usaha fl..:iilik Daerah yang menerima dividen, kepemilikan saham 

pada b.adan yang memberikan dividen paling rendah 25% 
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(duapuluh lima persen) dari jumalh modal yang disetor dan harus 

mernpunyai usaha aktlf di luar kepemilikan saham tersebut; 

g. iuran yang diterjma atau diperoleh dari dana pensiun yang 

pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan, baik yang dibayar 

oleb pemberi kerja maupun pegawai~ 

h. penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun sebagai 

dimaksud pada huruf g, dalam bidangMbidang tertentu yang ditetapkan 

dengan Keputusan Mentcri Keuangan; 

i. bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan 

komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, 

persekutuan, perkumpulan, firma dan kongsi; 

J. bunga obligasi yang diterima atau diperoleh perusahaan reksadana 

seiama lima tahun pertama sejak pendirian perusahaan atau pemberian 

ijit1 usaha; 

k. penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura 

berupa bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan 

menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia, dengan syarat badan 

pasangan usaha tersebut : 

1) merupakan perusahaan kecil, menengah a tau yang menjalankan 

kegiatan dalam sektor-sektor usaha yang ditetapkan oleh Menteri 

Keuangan; 

2) sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek di Indonesia. 
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2.2.4 Cara Penghitungan PPh atas pengalihan hak atas tanah dan/atau 

bangunan 

Besamya Pajak Penghasiian atas pengalihan tanah dan/atau 

bangunan adalah sebesar 5% (lima persen) dari jumiah bruto nilai 

pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan bagi:54 

1. orang pribadi atau badan yang menerima atau memperoleh penghasiian 

dari pengalihan hak atas tanah danlatau banguoan melalui penjuafan, 

tukar menukar, perjanjian pemindahan hak. pelepasan hak~ penyerahan 

hak, lelang, hibah, atau cara lain yang disepakatai dengan pihak lain 

selain pemerintah55
; 

2. orang pribadi atau badan yang menerima atau memperoleh penghasilan 

dar! pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan melalui penjualan, 

tukar menukar, pelepasan hak, penyerahan hak, atau cara lain yang 

disepakati dengan pemerintah guna pelaksanaan pembangunan, 

termasuk pembangunan untuk kepentingan umum yang tidak 

memerlukan persyaratan khusus.56 

Nilai pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan yang 

dimaksud adafah nilai yang tertinggi antara niiai berdasarkan akta pengalihan 

hak dengan Niiai Jual Obyek Pajak tanah dan/atau bangumm yang 

bersangkutan dengan Undang~Undang Nomor 12 Tahun 1985 Juncto 

Undang~Undang Nomor 12 Tahun 1994 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan 

kecua!i: 

a. dalam hal pengalihan hak kepada pemerintah adalah niiai berdasarkan 

keputusan pejabat yang bersangkutan; 

H Indonesia (d), P~raturan Pemerintah Tentang Pembayaran Pajak Penglmsilan Alas 
reoghasi!ao Dari_Pengalibpn Hak A,tas Innah dan/aJau Baugunan. PP NQmor 48 Tahun 1994. 
Pasal 4 aya1 {f). 

5s Ibid, Pasal 2 ayat (I) Juncto Pasa! I ayal (2) huruf a. 

,:;
6 ibid, Pasnl 3 ayal (1) Juncto Pasal I ayal (2) hurufb. 
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b. dalam hal mengalihkan hak sesuai dengan peraturan lelang (Stb. 1908 

Nomor 189 dengan segala perubahannya) adalah nllai menurut risalah 

tersebuts7 

Besarnya. nilai pengalihan sebagai dasar penghitungan besarnya 

Pajak Penghasilan yang wajlb dibayar oleh orang pribadi atau badan, atau 

dipt.mgut oleh bendaharawan atau pejabat yang berwenang1 adalah ni!ai yang 

tertinggi antara nilai menurut akta dengan nilai menurut Nilai Jual Obyek: 

Pajak untuk Penghitungan Pajak Bumj dan Banguna.n atas tanah danlatau 

bangunan yang bersangkutan dalam tahun pajak terjadinya pengalihannya. 

Dalam hal pengalihan kepada pemerintah~ rnaka besarnya nilai pengalihan 

adalah berdasarkan nilai yang ditetapkan oleh pernerintah, sedangkan dalam 

hat pengalihan hak berdasarkan lelang, maka besamya pengalihan adalah 

berdasarkan nilai menurut risalah lelang. ss 

Nilai Jual Obyek Pajak adalah Nilai Jual Obyek Pljjak menurut 

Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun yang 

bersangkutan atau dalam hal Surat Pemberitahuan Pajak Terutang dimaksud 

belum terbi4 adalah Nilai Obyek Pajak menurut Surat Pernberitahuan Pajak 

terutang tahun pajak sebelumnya.59 Apabila tanah dan/atau bangunan 

tersebut belum terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak Bum! dan Bangunan. 

maka untuk memperoleh besamya Nilai Jual Obyek Pajak, orang pribadi atau 

badan yang melakukan pengalihan wajib meminta surat keterangan mengenai 

besarnya Nilai Jual Ohyek Pajak atas tanah danlatau bangunan untuk tahun 

pajak yang bersangkuta.n kepada Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan 

Bangunan yang wilayah wewenangnya mellputi letak tanah dan/atau 

bangunan tersebut.w 

Pada dasarnya semua pengalihan hak atas tanah dantatau 

bangunan dikenakan Pajak Penghasiian, namun untuk keadilan diberikan 

pengecualian dari pembayaran atau pemungutan Pajak Penghasilan1 yaitu : 

n Ibid, Pusal 4 ayar (2}. 

u Ibid, Penjelasan Pusal4 ayat (2). 

' 9 !hid, Pasal 4 ayat (3}. 

611 Ibid, Pcnjelasan Pasal 4 ayat (4). 
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1. orang pribadi yang menertma atau memperoleh penghasilan dati 

pengalihan hak atas tanah danlatau bangunan meialui penjualan, tukar 

menukar, perjaojian pemindahan hak, pelepasan hak, penyerahan hak. 

lelang, hibah, atau cara lain yang disepakatai dengan pihak lain selain 

pemerintah atau kepada pemerintah yang jumlah brutonya kurang dari 

Rp. 60.000.000,- (enampuluh juta rupiah) dan bukan merupakan jumlah 

yang dipecah-pecah. 

Lokasi pembangunan sarana kepentingan umum yang tidak memerlukan 

persyarata:n khusus dapat dibangun di banyak tempa4 misalnya untuk 

pembangunan sekolah, rumah sakit atau kantor pemerintah.61 

2. orang prtbadi atau badan yang menerima atau rnemperoleh penghasilan 

dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan kepada pemerintah 

dengan pembayaran ganti rugi yang akan digunakan untuk kepentingan 

umum yang memerlukan persyaratan khusus, yaitu jalan umum, saluran 

pembuangan air, waduk, bendungan, saluran irigasi, pe!abuhan !aut, 

bandar udara dan fasilitas keselamatan umum seperti tanggul 

penanggulangan bahaya banjir, !abar dan bencana lainnya, serta fasilitas 

Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Negara Republik Indonesia. 

Lokasi pembangunan sarana kepentingan umum tersebut memerlukan 

persyaratan khusus misa1nya untuk pelabuhan laut diperlukan tanah 

tertentu untuk memenuhi persyaratan sebagai pelabuhan seperti 

kedaiaman !aut, arus !aut. pendangkafan dan Jain sebagainya. 62 

3. orang pribadi yang melakukan pengalihan tanah dan/atau bangunan 

dengan cara hibah kepada keJuarga sedarah dalam garis keturunan lurus 

satu derajat, dan kepada badan keagamaan atau badan pendldikan atau 

badan sosial atau pengusaha kecil termasuk koperasi yang ditetapkan 

oleh Menteri Keuangan. sepanjang hi bah tersebut tidak ada hubungannya 

dengan usaha., pekerjaan, kepemiHkan. atau penguasaan antara pihak-

61 Jbid, Pasal 5 huruf a dan Penjelaslifl Pasal 5 huruf a . 

.(,
2 Indonesia (e), feraturan Pemerintah To:ntang Pcrubahan Ke!lg!l Atas Pc:rntur:an 

Pemerintah Nomor 48 Tahun 1994 Tentang Pemb!!~{l!an Pajak Penghasi!ao Ata§~Penghasilnn Darl 
Pcngatihan Hak A!as; Tho!! h. danlatau Bangumm, PP Nom(}r 71 Tahun 2008, LN No. 164, TLN No. 
4914, Pc:nje!asan Posat 5 htuuf a. 
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pihak yang bersangkutan, maka keuntungan karena pengalihan tersebut 

bukan merupakan Obyek Pajak dan tidak terutang Pajak Penghasilan. 

Terrnasuk dalam pengertian hibah adalah wakaf.63 

4. badan yang melakukan pengalihan tanah danlatau bangunan dengan cara 

hibah kepada badan keagamaan atau badan pendidikan atau badan sosial 

termasuk yayasan, organisasi sejenis lainnya~ atau penguasaha keci1 

termasuk koperasi yang ditetapkan oleh Menter! Keuangan, sepanjang 

hibah tersebut tidak ada hubungannya dengan usaha, pekerjaan. 

kepemiHkan atau penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan, 

maka keuntungan karena pengalihan tersebut bukan merupakan Obyek 

Pajak dan tidak terutang Pajak Penghasilan. Termasuk dalam pengertian 

hibah adalah wakaf.64 

5. pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan karena warisan,63 

2.3 Ketentuan Umum Teotang Bea Perolehau Hak atas Tanab dan Bangunan 

(BPHTB) 

2.3.1 Pengertian BPIITB 

BPHTB adalah pajak yang dikenakan atas perolehan hak atas 

tanah dan/atau bangunan, Pada dasamya, BPHTB dikenakan atas setiap 

perolehan hak yang diterima oleh orang atau badan dan terjadi dalam 

wilayah huk:um Negara Indonesia. BPHTB merupakan pajak yang terutang 

dan harus dibayar oleh pihak yang memperoleh suatu hak atas tanah 

dan!atau bangunan agar akta atau risalah lelang, atau surat keputusan 

pemberian hak dapat dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang 

bernrenang. Pcrolehan hak aras tan:ab dan!atau bangunan adalah perbuatan 

6' ibid, Penjelasan Pasal 5 hurufc 

u Ibid, Penjelasan Pasal 5 huruf d. 

>5s Ibid, Peojc:lasan Pasal 5 huruf ~-
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atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanab 

dan/atau bangunan oleh orang pribadi atau badan.6e. 

Perolehan hak atas tanah dan bangunan dapat terjadi karena dua 

hal, yaitu peristiwa hukum dan perbuatan hukum. Pcrolehan hak karena 

peristiwa hukum merupakan perolehan hak yang diperoJeh oleh seseorang 

karena adanya suatu peristiwa hukum. misalnya pewarisan, yang 

mengakibatkan hak atas tanah tersebut berpindah dari pemilik tanah 

dan/atau bangunan sebelumnya (pewari.s) kepada ahli waris yang berhak. 

Perolehan hak karena pewarisan ini hanya terjadi apabila terjadi pertstiwa 

hukum yaitu meninggalnya si pewaris. Apabila si pewarfs tidak menirtggal 

dunia, tidak akan ada pewarisan yang meogakibatkan hak atas tanah dan 

bangunan beralih dari pewaris kepada ahli waris.67 

Cara perolehan hak atas tanah yang kedua adalah melalui 

perbuatan hukum. yaitu pemiiik tanah dan bangunan secara sadar 

melakukan perbuatan hukum mengalihkan hak atas tanah dan bangunan 

miliknya kepada pihak lain yang akan menerima peraJihan- hak tersebut, 

contohnya adalahjual beli, hibah dan lelang.68 

2.3.2 Prinsip Pemungutan BPHTB 

Pemungutan BPHTB di Indonesia dilakukan deng:an berpegang 

pada lima prinsip, yaitu :ffJ 

I. Pemenuhan kcwajiban BPHTB adalah berdasarkan self assessment, 

yaitu wajib pajak menghitung dan membayar sendiri utang pajaknya. 

2. Besarnya tarif ditetapkan sebesar 5% (lima persen) dari Nilai 

Perolehan Objek Pajak Kena Pajak (NPOPKP). 

"6 Marihot P. Siahaan, Bea Perolehan Hak alas Tanutu;!!ID Bangunan : Teori dM Praktek. 
Edisi Revisi, (Jakarta: PT. RajaGmfindo Persada, 2005), haL 40. 

6
' Ibid, haL 4 l, 

6' Ibid. 

69 Ibid. 
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3. Agar pelaksanaan UU BPHTB dapat berlaku secara efektif. wajib 

pajak dan pejabat umum yang melanggar ketentuan atau tidak 

melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang ditentukan oleh 

undang-undang akan dikenakan sanksi menurut peraturan perundang­

undangan yang berlaku, 

4. HasU penerimaan BPHTB merupakan penerirnaan negara yang 

sebagian besar diserahkan kepada pemerintah daerah, untuk 

meningkatkan pendapatan daerah guna membiayai penyelenggaraan 

pemerintah daerah dan datarn rangka memantapkan otonomi daerah. 

5. Semua pungutan aras perolehan hak: atas tanah dan bangunan di luar 

ketentuan UU BPHTB tidak diperkenankan. 

2.3.3 Subyek BPHTB 

Pasal4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 Juncto Pasal 4 

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 Tentang Bea Perolehan Hak atas 

Tanah dan Bangunan (selanjutnya disingkat dengan Undang-Undang 

BPHfB) menetapkan bahwa Subyek Pajak BPHfB ada!ah orang pribadi 

atau badan yang memperoleh hak atas tanah dan atau ba.ngunan~ dimana 

subyek pajak BPHTB tersebut yang dikenakan kewajiban rnembayar pajak 

BPHTB rnenjadi Wajib Pajak. 

2.3.4 Obyek BPHT!l 

Sesuai Pasal 2 Undang-Undang BPHTB serta penjelasannya, 

menetapkan sebagai berikut : 

1. Yang mcnjadi obyek pajak adalah perolehan hak atas tanah dan/atau 

bangunan, adapun pengertian perolehan hak atas tanah dan/atau 

bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan 
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diperolehnya hak atas tanah dan/atau bangunan oleh orang pribadi atau 

badan. 

Kalau dltinjau dari pengertiannya maka jelaslah bahwa Pajak BPHTB 

dlkenakan karena peristiwa hukum atau perbuatan hukum atas 

transaksi/peralihan haknya. 

2. Perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud 

dalam butir I di atas meliputi : 

a. Pem indahan hak karen a : 

L 

2. 

3. 

4. 

Jual be\i; 

Tokar menukar; 

Hibah; 

Hibah wasiat; 

Hibah wasiat adalah penetapan wasiat yang khusus mengenai 

pemberian hak atas tanah danfatau bangunan kepada orang 

pribadi atau badan tertentu, yang berlaku setelah pemberi 

hibah wasiat meninggal dunia. 

5. Warts; 

6. Pemasukan dalam per:seroan atau badan hukum lainnya 

maupun badan usaha (inbreng); 

Yang dimaksud dengan pemasukan dafam perseroan atau 

badan hukum lainnya maupun badan usaha lainnya (inbreng) 

adalah pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan dari orang 

pribadl atau badan k:epada Perseroan Terbatas atau badan 

bukum Jainnya sebagai penyertaan modal kepada Perseroan 

Terbatas atau badan hukum Iainnya tersebul 

7. Pemisahan hak yang mengakibatk:an peraiihan; 

Pemisahan bak yang mengakibatkan peraiiban adalah 

pemindahan sebagian hak bersama atas tanab dan atau 

bangunan oleh orang pribadi atau badan kepada sesama 

pemegang hak bersama. 

&. Penunjukan pembeli dalam lelang; 
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Penunju~an pembeli da{am lelang adalah penetapan pemenang 

lelang oleh Pejabat Lelang sebagaimana yang tercantum dalam 

Risalah Lelang. 

9. Pelaksanaan Putusan Hakim yang mempunyai kekuatan hukum 

tetap; 

Sebagai pelaksanaan dari Putusan Hakim . yang telah 

mempunyai kekuatan hukum tetap, terjadi peralihan dari hak 

orang pribadi atau badan sebagai salah satu pihak kepada pihak 

yang ditentukan daiam Putusan Hakim tersebut. 

1 0. Penggabungan usaha; 

Penggabungan usaha adalah penggabungan dari dua badan 

usaha atau lebih dengan cara tetap mempertahankan berdirinya 

salah satu badan usaha dan melikuidasi badan usaha lainnya 

yang menggabungkan diri. 

11. Peieburan usaha; 

Peleburan usaha adalah penggabungan dari dua atau lebih 

badan usaha dengan cara mendirikan badan usaha baru dan 

meHkuidasi badan-badan usaha yang bergabung terscbut 

12. Pemek:aran usaha; 

Pemekaran usaha adalah pemisahan suatu badan usaha menjadi 

dua badan usaha atau lebih dengan cara mendirikan badan 

usaha baro dengan mengalihkan sebagian aktiva dan pasiva 

kepada badan usaha baru tersebut yang dilakul<an tanpa 

melikuidasi badan usaha yang lama. 

13. Hadiah; 

Hadiah adalah suatu perbuatan hukum berupa penyerahan hak 

ata.'l tanah dan!atau bangunan yang dilakukan oleh orang 

pribadi atau badan kepada penerima hadiah. 

b. Pemberian hak baru karena: 

I) Kelanjutan pelepasan hak; 

Yang dimaksud dengan pemberian hak baru karena kelanjutan 

pefepasan hak adalah pernberian hak baru kepada orang pribadi 
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atau badan hukum darl Negara alas tanah yang berasal dari 

pelepasan hak. 

2) Pemberian hak baru diluar pelepasan hak; 

Yang dimaksud dengan pemberian hak haru diluar pelepasan 

hak adalah pemberian hak baru atas tanah kepada orang pribadf 

atau badan hukum dari Negara menurut peraturan perundang~ 

undangan yang berlaku. 

3. Hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam butir J di atas adalah : 

a. Hak Milik; 

b. Hak Guna Usaha; 

c. Hak Guna Bangunan; 

d. Hak Pakai; 

e. Hak Mitik Atas Satuan Rumah Susun; 

f. Hak Pengelolaan; 

2.3.5 Obyek Pajak Yang Tidak Dikenakan BPHTB 

Obyek pajak yang tidak dikenakan BPJITB ditetapkan dalam 

Pasal 3 ayat (I) Undang-Undang BPHTB adalah obyek P'\iak yang 

diperoleh : 

a) perwakilan diptomatik, konsulat berdasarkan asas. perlakuan timbal 

balik; 

b) Negara untuk penyelenggaraan pemerintah dan atau untuk pelaksanaan 

pembangunan guna kepcntingan urnum; 

Yang dimaksud tanah dan/atau bangunan yang digunakan untuk 

penyelenggaraan pemerintah. baik Pemerintah Pusat maupun 

Pemerintah Daerah~ dan kegiatan yang semata-mata tidak ditujukan 

untuk mencari keuntungan, misalnya tanah dan/atau bangunan yang 
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digunakan untuk instansi pemerintah, rumah sakit pemerinta.h, jalan 

umum?) 

c) badan atau perwakilan organisasi lnternasianal yang ditetapkan dengan 

Keputusan Menteri Keuanga.n dengan syarat tidak menjalankan usaha 

atau melakukan kegiatan Jain di luar fungsi dan tugas badan atau 

perwakilan organisasi terse but; 

Badan atau perwakilan organisasi internasional yang dimaksud dalam 

pasal ini adalah badan atau perwakilan organisasi intemasional. baik 

pemerintah maupun non pemerintah.71 

d) orang pribadl atau badan ka.rena konversi hak atau karena perbuatan 

hukum lain dengan tidak adanya perubahan nama; 

Yang dimaksud dengan konversi hak adalah perubahan hak dari hak 

lama menjadi hak baru menurut Undang-Undang Pokok Agraria, 

termasuk pengakuan hak ofch Pemerintah. 

Contoh: 

a. Hak Guna Bangunan menjadi Hak Milik tanpa ada perubahan nama; 

b. Bekas tanah Hak Milik Adat (dengan bukti sural Girik atau 

sejenisnya) menjadi hak barn. 

Yang dimaksud dengan perbuatan hukum lain misalnya 

memperpanjang hak atas tanah tanpa adanya perubahan nama. 

Contoh: 

Perpanjangan Hak Guna Bangunan yang dilaksanakan baik sebelwn 

maupun setelah berakhimya Hak Guna Bangunan.72 

e) orang pribadi atau badan karena wakaf; 

Yang dimaksud dengan wakaf adalah perbuatan hukum orang pribadi 

atau badan yang memisahkan sebagian dari harta kekayaannya yang 

berupa Hak Milik tanah dan atau bangunan dan melembagakannya 

10 Indonesia (t), Undang~Undang Bca Pemlehan Hak atas Tanah dan B~mgurum, Undang­
Undang Nomor 21 Tuhun 1997 Jun;;to Undang~Undang Nomor 20: Tabun 2000, LN No, 130, TLN 
No, 3988, Penjelasan Pasa! J aya\ (I) h~fb, 

11 lbtd, Penje!asan Vasal 3 ayru (I) huruf c. 

12 !hid, Pcnjclasan PasaJ 3 ayat (1} huruf d. 
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untuk seJama-lamanya untuk kepentingan peribadatan atau kepentingan 

umum !ainnya tanpa imbalan apapun?} 

t) Obyek pajak yang diperoleh orang pribadi atau badan digunakan untuk 

kepentingan lbadah. 

Sedangkan Obyek Pajak yang diperoleh karena waris, hibah 

wasiat, dan pemberian Hak Pengelolaan pengenaan pajak diatur dengan 

Peraturan Pemerintah.74 Pokok-pokok muatan Peraturan Pemerintah 

tersebut antara lain berisi tata cara menghitung besamya BPHTB alas 

obyek pajak yang diperoJeh karena waris.75 Tentaog haJ rersebut dasamya 

adalah: 

a. Peraturan Pemerintab Nomor 111 Tahun 2000 Tentang Pengenaan 

Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan karena Warts dan 

Hibah Wasiat. 

b. Peraturan Pemerintah Nomor 112 Tabun 2000 Tentang Pengenaan 

Bea Perolehan Hak atas Tanab dan Bangunan karena Pemberian 

Hak Pengelolaan. 

c. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 5J6JKMK.04/2000 Tentang 

Tata Cara Penentuan Besamya Nilai Perolehan Obyek Pajak Tidak 

Kena Pajak BPHTB. 

2.3.6 Saat dan Tempat Terutang BPHTB 

Dalam pelaksanaan BPIITB, Pasal 9 ayat (1) UU BPHTB 

mengatur saat terutang pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau 

bangunan untuk: 

a. Jual beli adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya aida~ 

b. Tukar menukar adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya 

akta; 

'~1 Ibid, Penjelasan Pasal3 ayat (1) huruf e. 

14 Ibid, Pasal 3 ayai {2). 

n Ibid, Penjdasan Pasa! 3 ayat (2). 
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c, Hibah adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta; 

d. Waris adalah sejak [anggal yang bersangkutan meodaftarkan peralihan 

haknya ke Kantor Pertanahan; 

e. Pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya adalah sejak 

tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta; 

f. Pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan adalah sejak tanggal 

dibuat dan ditandatanganinya akta; 

g. Lelang adalah scjak tanggal penunjukan pemenang lelang, yaitu saat 

ditandatangani risalah Ieiang; 

h. Putusan hakim adalah sejak tanggal putusan pengadilan yang 

mempunyai kekuatan hukum tetap; 

L Hibah wasiat adalah sejak tanggal yang bersangkutan mendaftarkan 

peralihan haknya ke Kantor Pertanahan; 

J. Pemberian hak barn atas tanah seba.gai kelanjutan dari pelepasan hak 

adalah sejak langgal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak; 

k. Pemberian hak baru di luar pelepasan hak adalah sejak tanggal 

diterbitkannya surat keputusan pemberian hak; 

l. Penggabungan usaha adalah sejak tanggal dibuat dan 

ditandatanganinya akta; 

m. Peleburen usaha adalah sejak tanggal dibua.t dan ditandatanganinya 

akta; 

n. Pemekaran usaha adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya 

akta; 

o. Hadia!t adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta. 

Yang dimaksud dengan "sejak tanggal dibuat dan 

ditandatanganlnya akta" dalam hal ini adalah tanggal dibuat dan 

ditandatanganinya akta pemindahan hak di hadapan Pejabat Pembuat Akta 

Tanah/Notarisu', sedangkan yang dimaksud dengan '"sejak tanggal 

penunjukan pemenang lelang" adalah tanggal ditandatang-aninya Risalah 

Lelang oJeb Kepala Kantor Le1ang Negara alau kantor lelang lainnya 

'~Ibid, Penjdusan Pasal 9 U}'<l! ( l} huruf a. 

Universitas Indonesia 

" I 

Hambatan Bagi..., Amelia Sonja Alisangihe, FH UI, 2009



50 

sesuai dengan peraturan perundang~undangan yang berlaku dengan 

memuat antara Jain nama pemenang lelang?7 

Pajak yang terutang harus ditunasi pada saat terjadlnya 

perolehan hak?s, dimana tempat terutang pajak adalah di wilayah 

Kabupaten. Kota atau Propinsi yang meliputi letak tanah dan/atau 

bangunan.79 

2.3.7 Cara Penghitungan BPHTB 

Untuk menghitung besarnya penetapan BPHTB harus diketahui 

Tarif Dasar Pengenaan/Nilai Perolehan Obyek Pajak dan Nitai Perolehan 

Obyek Pajak Tidak Kena Pajak. 

Adapun mengenai Nilai Perolehan Obyek Pajak Tidak Kena 

Pajak ditetapkan Undang-Undang BPHTB~ yaitu sebagai berikut : 

1. Nllai Perolehan Obyek Pajak Tidak Kena Pajak ditetapkan secara 

regional paling banyak Rp. 60.000.000,- (enampuluh juta rupiah), 

kecuali daiam hal peroieban hak karena warls. atau hibah wasiat yang 

diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah 

dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke 

bawah dengan pemberi hibah wasiat, termasuk suami/istri, Nilai 

Perolehan Obyek Pajak Tidak Kena Pajak ditetapkan secara regional 

paling banyak Rp. 300.000.000,- (tigaratusjuta rupiah)." 

Yang dimaksud dengan Nilai Perolehan Obyek Pajak Tidak Kena 

Pajak ditetapkan secara regional adalah penetapan Nilai Perolehan 

Obyek Pajak Tidak Kena Pajak untuk masing-masing kabupatenlkota. 

Contoh: 

n Ibid, ?enjelasan Pasat 9 ayat (I) huruf g. 

78 Ibid, Penjclasan Pasal 9 ay.at (2). 

19 Ibid, l~enje!as:an Pasal 9 ayat {3}. 

s~1 Ibid, Pasal1 ayat (l). 
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a. Pada tanggal l Pebruari 2009, Wajib Pajak uA" membeli tanah 

yang terletak di Ka.bupaten "AA •• dengan Nilai Perolehan Obyek 

Pajak Rp. 50.000.000,· (limapuluh juta rupiah). Nilai Perolehan 

Obyek Pajak Tidak Kena Pajak untuk perolehan hak selain karena 

waris, arau hibah wasiat yang diterima orang pribadi yang masth 

dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu 

derajat ke atas atau satu derajat ke bawah dengan pemberi hibah 

wasiat, tennasuk suami/istr~ untuk Kabupaten "AA" ditetapkan 

sebesar Rp.60.000.000,· (enampuluhjuta rupiah). Mengingat Nilai 

Perolehan Obyek Pajak lebih kecil dibandingkan Nilai Perolehan 

Obyek Pajak Tidak Kena Pajak, maka perolehan hak tersebut tidak 

terutang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.111 

b. Pada tanggal i Pebruari 2009, Wajlb Pajak "B" membeli tanah dan 

bangunan yang terletak di Kabupaten "AA'' dengan Nilai 

Perolehan Obyek Pajak Rp. !00.000.000,- (seratus juta rupiah). 

Nilai Perolehan Obyek Pajak Tidak: Kena Pajak untuk perolehan 

hak selain karena wads, atau bibah wasiat yang diterima orang 

pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis 

keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah 

dengan pemberi hibah wasiat, tennasuk suamilistri, untuk 

Kabupaten "AA" ditetapkan sebesar Rp.60.000.000,- (enampuluh 

juta rupiah), Besarnya Nilai Perolehan Obyek Pajak Kena Pajak 

adalah Rp. IOO.OOO.OOO,- (seratus juta rupiah) dikurangi Rp. 

60.000.000,- (enampuluh juta rupiab) sama dengan Rp. 

40.000.000,- (empatpuluh juta rupiah), maka perolehan hak 

tersehut terutang Be a Perolehan Hak atas T anah dan Bangunan.12 

c. Pada tanggal 1 Pebruari 2009, Wajib Pajak "C' mendaftarkan 

warisan berupa tanah dan bangunan yang terletak: di Kota "BB" 

dengan Nilai Perolehan Obyek Pajak Rp. 400.000.000,· 

(cmpatratusjuta rupiah). Nilai Perolehan Obyek Pajak Tidak Kcna 

11 Ibid, Penjclasan Pasal 7 ayat (I) Contob "Nomar I. 

u Ibid, Penjelasan Pasal 7 uyal(l} Contoh Nomor 2. 
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Pajak untuk perolehan hak karena hlbah wasiat yang diterima 

orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam 

garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah 

dengan pemberi hibah wasiat, termasuk suami/istri, untuk Kota 

"BB" ditetapkan sebesar Rp. 300.000.000,- (tigaratus juta rupiah). 

Besarnya Nilai Perolehan Obyek Pajak Kena Pajak adalah Rp. 

400.000.000,- (empatratus juta rupiah) dikurangi Rp. 300.000.000,­

(tigaratus juta rupiah) sama dengan Rp. 100.000.000,- (seratus juta 

rupiah), maka peroJehan hak tersebut terutang Bea Perolehan Hak 

atas Tanah dan Bangunan.83 

d. !'ada tanggal I Pebruari 2009, Wajib Pajak orang pribadi "D" 

mendaftarkan hibah wasiat dari orang tua kandung, sebidang tanah 

yang terletak di Kota "BB" dengan Nilai Perolehan Obyek Pajak 

Rp. 250.000.000,- (duaratus limapuluh juta rupiah). Nilai 

Perolehan Obyek Pajak Tidak Kena Pajak untuk perolehan hak 

karena hibah wasiat yag diterima orang pribadt yang masih dalam 

hubungan keluarga sedarah da.lam garis keturunan lurus satu 

derajat ke atas atau satu derajat ke bawah dengan pemberi hibah 

waslat, tennasuk suami/istri, untuk Kota «BB" ditetapkan sebesar 

Rp. 300.000.000,- (tigaratus juta rupiah). Mengingat Nilai 

Perolehan Obyek Pajak lebih kecii dibandingkan Nilai Perolehan 

Obyek Pajak Tldak Keoa Pajak. maka perolehan hak tersebut tidak 

terutang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.44 

2. Ketenluan Nilai Perolehan Obyck Pajak Tldak Kena Pajak 

sebagaimana dimaksud dalam butir i diatur lebih lanjut dengan 

Peraturan Pemerintah Nomor 11 J Tahun 2000 Tentang Pengenaan Bea 

Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunabn Karena Waris dan Hibah 

Wasiat.1u 

J) Ibid, Pcnjeli'Jsan Pasal 7 ayat { l) Contoh Nomor 3. 

114 Ibid, Pcnjel-asnn Pasal 7 ayet {I) Contoh Nomor4. 

flS Ibid, Pasal 7 ayat {2). 
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Pokok-pokok ketentuan Peraturan Pemerintah tersebut, antara lain :116 

a. Nilai Peroiehan Obyek Pajak Tidak Kena Pajak ditetapkan untuk 

masing-masing kabupatenlkota dengan memperhatikan usulan 

Pemerintah Daerah. 

b. NiJai Perolehan Obyek Pajak Tidak Kena Pajak dapat diubah dengan 

mempertimbangkan perkembangan perekonomian regional. 

3. Nilai Perolehan Obyek Pajak Kena Pajak (NPOPKP) adalah Nilai 

Perolehan Obyek Pajak dikurangi dengan Nilai Perolehan Obyek Pajak 

Tidak Kena Pajak.87 

4, Besarnya pajak yang terhutang dihitung dengan cara mengalikan tarif 

pajak dengan Nilai Perolehan Obyek Pajak Kena Pajak.88 

Contoh: 

Wajib Pajak "A" membelHanah dan 

bangunan dengan Nilai Perolehan Obyek Pajak 

Nilai Perolehan Obyek Pajak Tidak Kena Pajak 

Nilai Peroiehan Obyek Pajak Kena Pajak 

Pajak yang terutang = 5% x Rp. 5.000.000,· 

Rp. 35.000.000,· 

Rp. 30.000.000,· 

Rp. 5.000.000,· 

Rp. 250.000,· 

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor Ill Tahun 2000 Tentang 

Pengenaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Karena Wads 

Dan Hibah Wasiat ditetapkan : 

1. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang terutang atas 

perolehan hak karena waris dan hlbah ,wasiat adalah sebesar 50% (lima 

puluh perscn) dari Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang 

seharusnya terutang. 39 

2. Saat terutang pajak atas perolehan hak atas tanah dan bangunan karena 

waris dan hibah wasiat adalah sejak tanggal yang bersangkutan 

5~ Ibid, Penjclasa.n Pasal 7 ayat (2). 

!
7 /hid, Pasal 8 ayal (1). 

n Ibid, Pasal li ay<l! (2}. 
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mendaftarkan peralihan haknya ke Kantor Pertanahan 

Kabupaten/Kota.90 

3. Nilai Perolehan Objek Pajak karena waris dan hibah waslat adalah 

nilai pasar pada saat didaJtarkannya perolehan hak tersebut ke Kantor 

Pertanahan Kabupaten/Kota. Dalam hal nilai pasar iebih rendah 

daripada Nilai Jual Objek Pajak menurut Pajak Bumi dan Bangunan, 

Nilai Perolehan Objek Pajak yang digunakan sebr.tgai dasar pengenaan 

Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah Nilai Jual Objek 

Pajak menurut Pajak Bumi dan Bangunan pada tahun terjadinya 

perolehan.91 

Contoh: 

a. Seorang anak memperoleh warisan dari ayahnya sebidang tanah 

dan bangunan di atasnya dengan nilai pasar sebesar 

Rp. 200.000.000,00 (duaratus juta rupiah). Terhadap <anah dan 

bangunan tersebut telah diterbitkan Surat Pemberitahuan Pajak 

Terutang Pajak Bumi dan Bangunan pada tahun yang bersangkuran 

mendaftar ke Kantor Pertanahan setempat dengan Nitai Jual Objek 

Pajak sebesar Rp. 250.000.000,00 (duaratus limapuluhju<a rupiah). 

Apabila di kabupatenikota letak tanah dan bangunan tersebut, 

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak setempat 

menetapkan Nilai Pero1ehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak dalam 

hal waris sebesar Rp. 300.000.000,00 (tigaratus juta rupiah), maka 

besarnya Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Banguoan terutnng 

adalah scbagai bcrikut:92 

- Nilai Perolehan Obyek Pajak 

- Nilai Perolehan Obyek Pajak Tidak 

Kena Pajak 

- Nilai Perolehan Obyek Pajak Kena 

!XI ibid, Pasal 3, 

91 ibid, Pastll 4 ayat (I) dan ayat (2), 

w ibid, Penjclasan Pasal 4 ayat (I) Contoh Nomor I, 

Rp. 250.000.000,-

Rp. 300.000.000,-
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b. Seorang anak memperoleh warisan dari ayahnya sebidang tanah 

dan bangunan di atasnya dengan nilai pasar sebesar 

Rp. 500.000.000,00 (limaratus juta rupiah). Terhadap tanah dan 

bangunan tersebut telab diterbitkan Surat Pemberitahuan Pajak 

Terutang Pajak Bumi dan Bangunan pada tahun yang bersangkutan 

rnendaftar ke Kantor Pertanahan setempat dengan Nilai Jual Objek 

Pajak sebesar Rp. 800.000.000,00 (delapanratus juta rupiah). 

Apabila di kabupatenfkota letak tanab dan bangunan tersebut, 

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak setempat 

menetapkan Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kcna Pajak dalam 

hal warfs sebesar Rp. 300.000.000,00 (tigaratus juta rupiah), maka 

besamya Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan terutang 

adalah sebagai berikut:93 

c. 

- Nilai Perolehan Objek Pajak Rp. 800.000.000,· 

~ Niiai Perolehan Objek Pajak Tidak 

Kena Pajak Rp. 300.000.000,· 

~ Nilai Perolehan Objek Pajak Kena 

Pajak Rp. 500.000.000,· 

- BPHTB yang seharusnya terutang 

~ 5% X Rp. 500.000.000,- Rp. 25.000.000,-

- BPHTB yang tcrutang 

~.50% X Rp. 25.000.000,- Rp. 12.500.000,· 

Seorang anak memperoleh hi bah wasia.t dari ayah kandungnya 

sebidang tanah dan bangunan di atasnya dengan nilal pasar sebesar 

Rp. 500.000.000,00 (limaratus juta rupiah). Terlladap tanah dan 

bangunan tersebut telah diterbitkan Surat Pemberitahuan Pajak 

Terutang Pajak Bumi dan Bangunan pada tahun yang bersangkutan 

mendaftar ke Kantor Pertanahan setempat dengan Nilai Jual Objek 

Pajak sebesa:r Rp. 450.000.000,00 (empatratus limapuluh juta 

H ibid, Penjelasan Pasal4 aynt{l) Contoh NomQr2. 
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rupiah). Apablla di kabupatenlkota letak tanah dan bangunon 

tersebut, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak 

setempat menetapkan Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena 

Pajak dalam hal hibah wasiat yang diterima orang pribadi yang 

maslh dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan 

lurus satu derajat ke atas atau sato derajat ke bawah dengan 

pemberi hibah wasiat, terrnasuk suami/istri, sebesar 

Rp. 300.000.000,00 (tigaratus juta rupiah), maka besamya Bea 

Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan tcrutang adalah sebagai 

berikut:94 

- Nilai Perolehan Obyek Pajak 

- Nilai Perolehan Obyek Pajak Tidak 

Kena Pajak 

- Nitai Perolehan Obyek Pajak Kena 

Pajak 

~ BPHTB yang seharusnya terutang 

~ 5% X Rp. 200.000.000,-

- BPHTB yang terutang 

~ 50%xRp.lO.OOO.OOO,-

Rp. 500.000.000,-

Rp. 300.000.000,-

Rp. 200.000.000,· 

Rp. 1 0.000.000,· 

Rp. 5.000.000,-

d. Suatu Yayasan Panti Asuha:n Anak Yatim Piatu memperoleh hibah 

wasia:t dari seseorang sebidang tanah dan bangunan di atasnya 

dengan nilaJ pasar sebesar Rp. 1.000.000"000.00 (satu miiyar 

rupiah). Terhadap tanah dan bangunan tersebut telah diterbttkan 

Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan 

pada tahun yang bersangkutan mendaftar ke Kantor Pertanahan 

setempat dengan Nilal Jual Objek Pajak sebesar 

Rp. 900.000.000,00 (sembilanratus juta rupiah). Apabila di 

kabupatenlkota le:tak tanah dan bangunan tersebut. Kepala Kantor 

Wilayah Direktorat Jenderal Pajak setempat menetapkan Nilai 

Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak dalam hal selain waris 

dan hibah wasiat yang diterima orang pribadi yang masih dalam 

94 Ibid, Penjelasan Pasal 4 ayat (1) Contoh Nomor 3, 
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hubungan ke!uarga sedarah daiam garis keturunan lurus satu 

derajat ke atas atau salu derajat ke bawah dengan pemberi hlbah 

wasiat, termasuk suami/istri, sebesar Rp. 60.000.000,00 

{enampuluh juta rupiah), maka besarnya Bea Perolehan Hak atas 

Tanah dan Bangunan terutang adalah sebagai berikut:95 

- Nilai Perolehan Obyek Pajak Rp. 1.000.000.000,-

- Nilai Perolehan Obyek Pajak Tidak 

Kena Pajak 

- Nilai Perolehaa Obyek Pajak Kena 

Pajak 

- BPHTB yang seharusnya terutang 

= 5% X Rp. 940.000.000,-

- BPHTB yang terumng 

=50% X Rp. 47.000.000,-

v~ !hid, Penjelasan Pasal4 ayal ( i) Contoh Nomor4, 

Rp. 60.000.000,· 

Rp. 940,000.000,-

Rp. 47.000.000,-

Rp. 23.500.000,· 
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2.4 Prosedur Pclaksanaan Pembayaran Pajak Penghasilan (PPh) atas 

pengaliban h,:~k atas tanah dan/atau bangunan dan Bea Perolehan Hak 

Alas Tanah dan Bangunan (BPHTB) 

Tuan Tjong Fen Kong menikah dengan oyonya Hariati Winata 

(dahuJu bernama Wong Fie Hiong) pada tanggal 4 Juni l952 di Jakarta tanpa 

dibuat perjanjian perkawinan. Perkawinan tersebut didaftarkan di Catalan Sipil 

Jakana tanggal 30 Maret 1955. Berdasarkan Pasal 119 Kitab Undang-Undang 

Hukurn Perdata, mulai saat perkawinan dilangsungkan maka demi hukum 

berlakulah persatuan buJat antara harta kekayaan tuan Tjong Fen Kong dan 

harta kekayaan nyonya Hariati Wina.ta, salah satunya adalah sebidang tanah 

Hak Guna Bangumm nomor 413/Kebon Sirih, terletak di Daerah Khusus 

lbukota Jakarta, Wilayah Kota Jakarta Pusat, Kecamatan Menteng, Kelurahan 

Kebon SirH1, setempat lebih dikenal dengan Jalan Kyai Ha.ji Wahid Hasytm 

nomor 58. Dari perkawinan tersebut telab diJahirkan lima orang anak, yaitu : 

I. nyonya Tjong Tze Tjen, dilahirkan di Jakarta, pada tanggal 13 Maret 1953; 

2. nyonya Tjong Pit Tjen, di!ahirkan di Jakarta, pada tanggal30 April 195:5; 

3. nyonya Lina Cemerlang Laba {dahulu bernama Tjong Lie Tjen), 

dilahirkan di Jakarta, pada tanggal26 September 1957; 

4. nyonya Tjong Maya Tauresia (dahulu bemama 1jong Khioen Tjen), 

dilahirkan di Jakarta, pada tanggal3 Mei 1962; 

5. tuan Kelvin Prasetia (dahulu bemama Tjong Kwet Ping), dilahirkan di 

Jakarta, pada tanggal8 Mei 1967. 

Pada tanggal 22 Juni 2007, Tuan Tjong Fen Kong meninggal 

dunia di tempat tinggalnya yang terakhir yaitu di Jakarta, kemudian para ahll 

waris tuan Tjong Fen Kong membuat akta "SURA T KETBRANGAN 

W ARIS" nornor 23 tanggal 23 Nopember 2007, yang dibuat dihadapan Lieke 

Uanadevi Tukgali, SH, MH, MKn, Notaris di Jakarta, tanpa adanya surat 

wasiat1 hal ini berarti bahwa ahli waris tuan Tjong Fen Kong membagi 

warisan berdasarkan ab intestato (berdasarkan Undang-Undang yang berlaku, 

dimana ahli waris tuan Tjong Fen Kong tunduk: pada Kilab Undang-Undang 

Hukum Perdata). Berdasarkan Pasal 832 Kitab Undang-Undang Hukum 
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Perdata, maka yang berhak untuk menjadi ahli waris tuan Tjong Fen Kong 

adalah isteri dan anak-anak tuan Tjong Fen Kong, yaitu nyonya Hariati 

\Vinata, nyonya Tjong Tzen Tjen, nyonya Tjong Pit Tjen, nyonya Una 

Cemer1ang Laba, nyonya Tjong Maya Taurensia dan tuan Kelvin Prasetia, dan 

berdasarkan Pasal &52 Juncto Pasal 852 a Kitab Undang-Undang Hukum 

Perdata serta berdasarkan akta "SURA T KETERANGAN WARlS" tersebu~ 

pembagian harta seluruh harta persatuan dan harta peninggalan almarhum tuan 

Tjong Fen Kong dengan nyonya Harlati Winata adalah sebagai berikut: 

a. 1/2 (satu pet dua) bagian jatuh kepada nyonya Hariatl Winata karena 

percampuran harta; 

b. J/2 (satu per dua) bagian lainnya yang merupakan harta peninggalan dari 

almarhum tuan Tjong Fen Kong jatuh kepada para ahli waris ab intestato 

bersama, yaitu mastng-rnasing untuk t/6 (satu per enarn) bagian. 

Dengan demikian pembagian atas harta persatuan dan harta peninggalan 

almarhum tuan 'Ijong Fen Kong adalah : 

1. nyonya Hariati Winata untuk 1/2 + (116 x l/2) = 7/12 (tujuh per duabelas) 

bag ian; 

2. nyonya Tjong Tze Tjen untuk 1/12 (satu per duabelas) bagian; 

3. nyonya Tjong Pit Tjen untuk 1/12 (satu per duabelas) bagian; 

4, nyonya Lina Cemedang Laba untuk l/12 (satu per duabela.'ll) bagian; 

5. nyonya Tjong MayaTauresi untuk 1112 (satu per duabelas) bagian; 

6. tuan Kelvin Prasetia untuk 1/12 (satu perduabelas) bagian; 

Untuk sebidang tanai:J Hak Guna Bangunan nomor 413/Kebon 

Sirih tersebut. para ahli warls tuan Tjong Fen Kong sepakat bahwa haglan­

bagian mereka atas bidang tanah tersebut akan diberikan kepada tuan Kelvin 

Prasetia. Langkah awal yang harus dilakukan oleh para ahii waris tuan Tjong 

Fen Kong untuk melakukan pengalihan hak atas tanahldan bangunan terse but 

adalah menghadap kepada PPAT yang berwenang (dalam hallni PPAT yang 

benvenang adalah PPAT yang- wilayah kerja Kantor Pertanahan dan melipuli 

Jetak tanahnya, yaitu Jakarta Pusat) untuk dilakukan pengecekan terhadap 

sertlfikat HOB No. 413/Kebon Sirih dengan membawa s:ertipikat aslinya. 

Kemudinn PPAT tersebut membawa asli sertipikat tersebut ke Kantor 
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Perta:naban Jakarta Pusat untuk dilakukan pengecekan sertipikat96
, dimana 

pengecekan sertipikat tersebut membutuhkan waktu satu sampai dua hari 

kerja.97 Setelah pengecekan sertipikat tersebut selesai dan sesuai dengan 

daftar~daftar yang ada di Kantor Pertanahan Jakarta Pusat, maka Kepala 

Kantor Pertanahan Jakarta Pusat atau pejabat yang ditunjuk membubuhkan 

cap atau tulisan "Teiah diperiksa dan sesuai dengan daftar di Kantor 

Pertanahan" pada halaman perubahan sertipikat asH kemudian diparaf dan 

diberl tanggal pengecekan."' 

Sete1ah pengecekan sertipikat tersebut selesai, ahli waris tuan 

Tjong Fen Kong wajib memhayar pajak. yaitu pajak penghas.Uan atas 

pengalihan hak atas tanah danlat.au bangunan dan bea perolehan hak atas tanah 

dan bangunan. Sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 

1994 Tentang Pembayaran Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari 

Pengalihan Hak Atas Tanah danlatau Bangunan,. Undang-Undang Nomor 21 

Tahun 1997 Tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan serta 

Peraturan Pemerintah Nomor ttl Tahun 2000 Tentang Pengenaan Bea 

Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Karena Waris dan Hibab Wasiat, 

maka: 

a. untuk balik nama dari Tuan Tjong Fen. Kong ke para ahli waris tidak 

dlkenakan pajak ahli waris; 

b. nyonya Hariati Winata tersebut sebagai pihak yang akan memberikan 

bagiannya, baik bagiannya sebagai ahli waris maupun bagiannya sendiri 

9"' Pasal97 uya[ (L) Petaturan Mcnteri Agruria Nomor 3 Tahun 1997 Tenlang Ketentuan 
Pelaksanaan Pera!uran Pcmcrintah Nomor 24 Tahun 1997 Tcnlang Pendaftaran Tanah menyaw.kan 
bahwa "Sebelum melaksanakan pcmbuatan aka meugenal pemindahan atau pembebamm h?k atas 
tanab arau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun, PPAT wajib terlebih dabulu mclakukao 
pemerik:>aan puda Kantor Pertanahao mt:ngenai kesesuainn sertipikat ltak atas tanah atau Hak 
Milik Alas Satuan Rumah Susuo yang bersangkutan dcngan daftar-daOnr yang ada di Kantor 
Pcrtaoahunsetempat dengan mempcrlibatkan sertipikat aslinya." 

111 Buniarti 1]andra, wawancara <f~ngnn penulis tanggal 20 Mei 2009 di Kantor 
Notaris!PPAT Buniarti Tjandra, SH, di!Jl Liekc Lianadevi Tukgali, wawancara dengon penu!is 
mnggal 13 Mci 2009 di Kantor Ntllttris/PPAT Licke Lianadevi Tuk:gal!, SH, MH, MKn., yang 
menyatakan bahwa pcngccck!m 5crtipikai mernbmubkan waktu bcberapa hari tergan\ung dari !uas 
tanahnya. 

~a Indonesia {g}, Peraturan Menteri Negara A!llil!ia!Kepala Badan Pcrtam;han Nasional 
Tentang K~Hentuan Pelaksanaan Perawran t~srintah Nom or 24 Tatmn 1297 Thnt!lllg Pendaftaran 
Tanah.l'MNA!KBPN Nomor 3 Tahun 1997, Pasal 97 ayat (3). 
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dari percnmpuran harta, kepada tuan Kelvin Prasetia tersebut tidak 

dlkenakan pajak hibah, begitu juga tuan Kelvin Prasetia sebagai pihak 

yang menerima hi bah dari nyonya Hariati Winata juga tidak dikcnakan 

pajak bea peroJehan hak a.tas tanah dan bangunan. 

c. nyonya Tjong Tze ljen, nyonya Tjong Pit 1jen, nyonya Lina Cemerlang 

Laba, dan nyonya Tjong Maya Tauresi sebagai para pillak yang akan 

memberikan bagian-bagiannya kepa.da tuan Kelvin Prasetia tersebut tidak 

dikenakan pajak hibah, begitu juga dengan Kelvin sebagai pibak yang 

menerima hibah tidak dikenakan pajak bea perolehan hak atas tanah dan 

bangunan; 

Namun, sejak berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 48 

Tahun 1994 yang kemudian diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 27 

Tahun 1996, Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 1999 dan terakhir telah 

dtubah dengan Peraluran Pemerintah Nomor 71 Tahun 2008 Tentang 

Pembayaran Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dad Pengalihan Hak Atas 

Tanah dan/atau Bangunan serta U ndang-Undang Nom or 2 i Tahun 1997 yang 

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 Tentang Bea 

Perolehan Hak: atas Tanah dan Bangunan, maka setiap pengalihan hak atas 

tanah dan/atau bangunan akan dikenakan pajak. Berdasarkan dari hasil 

wawancara dengan Buniarti Tjandra, SH dan Lieke Lianadevi Tukgali, SH~ 

MH, MKn, kedua-duanya Notaris/PPAT di Jakarta, datam hal nyonya Tjong 

Tze Tjen, nyonya Tjong Plt 1Jen, nyonya Lina Cemerlang Laba, dan nyonya 

Tjong Maya Tauresi hendak mernbcrikan bagian-bagian hak atas tanah 

tersebut kepada tuan Kevin Prasetia tersebut, rnaka dapat dltempuh dengan 2 

cara. yaitu :99 

Cara 1 

a. Bidang tanah Hak Guna Bangunan nomor 413/Kebon Sirih atas nama 

Tuan Tjong Fen Kong tersebut dibalik nama terlebih dahulu kepada ahli 

warts tuan Tjong Fen Kong, yaitu nyonya Hariati Winata, nyonya 1jong 

Tze Tjen, nyonya Tjong Pit Tjen, nyonya Una Cemerlang Laba, nyonya 

" Buniw:ti 'fjandra dan Licke Li<miidevi Tukgali, supra_ 
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Tjong Maya Tauresi dan tuan Kelvin Prasetia, dengan penghitungan pajak 

ahli waris berdasarkan Pasal 2 ayat (l) dan ayat (2) huruf 5 Undang~ 

Undang BPI-ITB Juncto Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 111 Tahun 

2000 Tentang Pengenaan Bea Peroiehan Hak atas Tanah dan Bangunan 

Karena Waris dan Hibah Wasiat, adalah sebagai berikut; 

Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) atas sebidang tanah Hak Guna Bangunan 

nomor 413/K.ebon Sirih pada tahun 2007 adalah sebesar 

Rp. 5.729.255.000,- (lima milyar tujuhratus duapuluh sembiJan juta 

duaratua limapuluh lima ribu rupiah). 

- Nilai Perolehan Obyek Pajak (NPOP) 

- Nilai Perolehan Obyek Pajak Tidak Kena 

Pajak (NPOPTKP) 

- Nilai Perolehan Obyek Pajak Kena Pajak 

(NPOPKP) 

- Bea Perolehan Hak atas Tanah dan 

Bangunan (BPHTB) 

~ 5% X Rp. 5.429.255.000,-

- Pengenaan 50% karena waris 

=50% X Rp. 271.462.750,-

- BPHTB yang terutang 

Rp. 5.729.255.000,-

Rp. 300.000.000,-

Rp. 5.429.255.000,-

Rp. 271.462.750,-

Rp. 135.731.375,­

Rp. 135,_73 1.375,-

b. Setelah sertipikat Hak Guna Bangunan nomor 413/Kebon Sirih tersebut 

telah dibalik nama kepada para ahli waris tuan Tjong Fen Kong,. maka 

dalam hal nyonya Tjong Tze Tjen, nyonya Tjong Pit Tjen, nyonya Lina 

Cemerlang Laba, dan nyonya Tjong Maya Tauresi ingin menghibahkan 

bagian~bagian atas bidang tanah tersebut kepada tuan Kelvin Prasetia, 

maka berdasarkan Pas a! I ayat (J) dan ayat (2) huruf a Peratun:m 

Pemerintah Tentang Pembayaran Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari 

Pengalihan Hak Atas Tanah danfatau Bangunan. nyonya Tjong Tze Tjen, 

nyonya Tjong Pit Tjen, nyonya Lina Cemer!a:ng Laba, dan nyonya Tjong 

Maya Tauresi masing-masing akan dikenakan pajak penghasilan atas 

pengalihan karena hibah, dengan penghitungan sebagai berikut: 
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Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) atas sebidang tanah Hak Guna Bangunan 

nomor 413/Kebon Sirih pada tahun 2007 adalah sebesar 

Rp. 5.729.255.000,- (lima milyar tujuhratus duapuluh sembilan juta 

duaratua limapu\uh lima ribu rupiah). 

Pajak Penghasilan atas pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan yang 

seharusnya terurang 

~ 5% X Rp. 5. 729.255.000,- Rp. 286.462.750,-

I) bag ian nyonya Tjong Tze Tjen atas bidang tanah tersebut adalah 1112 

bagian. 

Pajak Penghasilan atas pengalihan 

Hak atas tanah yang terutang 

~ 1112 X Rp. 286.462.750,- Rp. 23.871.896,-

2) bagian nyonya Tjong Pit Tjen atas bidang tanah tersebut adalah l/12 

bagian. 

Pajak Penghasilan atas pengalihan 

Hak atas tanah yang terutang 

~ 1/12 X Rp. 286.462.750,- Rp. 23.871.896,-

3) bagian nyonya Lina Cemerlang Laba atas bidang tanah tersebut adalah 

1/12 bagian. 

Pajak Penghasilan atas pengalihan 

Hak atas tanah yang terutang 

~ 1112 X Rp. 286.462.750,- Rp. 23.871.896,-

4) bagian nyonya Tjong Maya Tauresi atas bidang tanah tersebut adalah 

1112 bagian. 

Pajak Penghasilan atas pengalihan 

Hak atas tanah yang terutang 

~ 1112 X Rp. 286.462.750,- Rp. 23.871.896,-

Sehingga Pajak Penghasilan atas pengalihan hak atas tanah dan/atau 

bangunan berupa hibah yang harus dibayar adalah sebesar 

~ Rp. 23.871.896,- + Rp. 23.871.896,- + Rp. 23.871.896,- + 

Rp. 23.871.896,-

~ Rp. 95.487.584,-
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c. sedangkan da!am hal tuan Kelvin Prasetia tersebut rnenerima bagian~ 

bagtan atas bidang lanah dari nyonya Tjong Tze Tjen, nyonya Tjong Pit 

Tjen, nyonya Lina Cemerlang Laba, dan nyonya 1Jong Maya Tauresi 

maka berdasarkan Pasal 2 ayat (l) dan ayat (2) huruf a angka 3 Undang­

Undang BPHTB, tuan Kelvin Prasetia harus membayar pajak bea 

perolehan hak atas tanah dan bangunan dengan penghitungan sebagai 

berikut: 

Niiai Jual Obyek Pajak (NJOP) atas sebidang tanah Hak Guna Bangunan 

nomor 413/Kebon Sirih pada tahun 2007 adalah sebesar 

Rp. 5.729.255.000,- {lima milyar tujuhratus duapuluh sembi!an juta 

duaratua limapuluh lima ribu rupiah). 

- Nilai Perolehan Obyek Pajak (NPOP) 

- Nilai PeroJehan Obyek Pajak Tidak Kena 

Pajak (NPOPTKP) 

~ Nilai Perolehan Obyek Pajak Kena Pajak 

(NPOPKP) 

- Bea Perolehan Hak atas Tanah dan 

Bangunan (BPHTB) yang seharusnya terutang 

~ 5% X Rp. 5.669.255.000,-

- BPHTB yang terutang 

~ 4/l2 X Rp. 283.462.750,-

Rp. 5329.255.01){),-

Rp. 60.000.000,-

Rp. 5.669.255.000,-

Rp. 283.462.750,-

Rp. 94.487.584,-

d. dalam hal nyonya 1-Iariati Winata hendak menghibahkan bagiannya kepada 

Kelvin Prasetia. maka nyonya Hariati Winata tidak dikcnak:an pajak 

penghasilan atas pengalihan hak atas tanah dan/a.tau bangunan, hal ini 

disebabkan nyonya Hariati Winata ada!ah ibu kandung dari tuan Kelvin 

Prasetia, sehing:ga mempunyai hubungan darah garis keturunan lurus satu 

derajat100
, akan tetapi tu.an Kelvin Prasetia sebagai pihak yang menerima 

hibah dari nyonya Hariati Winata, berdasarkan Pasal 2 ayat (1) dan ayat 

(2) huruf 1 angka 3 UU BPHTB Juncto Pasal 2 Peraturan Pemerintah 

Nomor 111 Tahun 2000 Tcntang Pengenaan Bea Peroiehan Hak Alas 

Tanah dan Bangunan Karena Waris Dan Hibah Wasiat, maka dikenakan 

100 Indonesia (c), cp. cit., Pasal 4 ayat (I) huOJfd angka 4, Juncto Pnsal4 ayat (3) huruf a 
angka 2. 
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pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan sebesar 50% (Hmapuluh 

prasen) dari pajak yang seharusnya terutang, dengan penghitungannya 

sebagai berikut ; 

Nilai Jual Obyek Pajak {NJOP) atas sehidang tanah Hak Guna Bangunan 

nomor 413/Kebon Sirih pada tahun 2007 adalah sebesar 

Rp. 5.729.255.000,- (lima milyar tujuhratus duapuluh sembilan juta 

duaratua limapuluh lima ribu rupiah). 

Bagian atas bidang tanah Hak Guna Bangunan nomor 413/Kebon Sirih 

tersebut yang merupakan hak nyonya Hariati Winata adalah 7/12 bagian. 

- Nilai Perolehan Obyek Pajak (NPOP) Rp. 5. 729.255.000,-

- Nilai Perolehan Obyek Pajak Tidak Kena 

Pajak (NPOPTKP) 

- Ni1ai Peroiehan Obyek Pajak Kena Pajak 

(NPOPKP) 

~ Bea Perolehan Hak atas Tanah dan 

Bangunan (BPHTB) yang seharusnya terutang 

~ 5% X Rp. 5.669.255.000,-

- BPHTB yang seharusnya terutang 

~ 7/12 X Rp. 283.461.250,-

~ Pengenaan 50% karena hibah 

=50% x Rp. 165.352.396,· 

- BPHTB yang terutang 

Cara2 

Rp. 60.000.000,-

Rp. 5.669.255.000,-

Rp. 283.461.250,-

Rp. 165.352.396,-

Rp. 82.676.198,­

Rp. 82.676.198,-

a. Bidang tanah Hak Guna Bangunan nomor 413/Kebon Sirih atas nama 

Tuan Tjong Fen Kong tersebut dibalik nama terlebih dahulu kepada 

nyonya Hariati Winata, nyonya Tjong Tze Tjen, nyonya Tjong Pit Tjen. 

nyonya Lina Ccmerlang Laba, nyonya Tjong Maya Tauresi dan tuan 

Kelvin Prasetia, dengan penghitungan pajak ahli waris berdasarkan Pasal 2 

ayat (I) dan ayat (2) huruf a angka 5 Undang-Uodang BPH11l Juncto 

Pasa12 Peratutan Pemerintah Nomor lll Tahun 2000 Tcntang Pengenaan 
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Bea Pemlehan Hak atas Tanah dan Bangunan Karena Waris dan Hibah 

Wasiat, adalah sebagai berlkut: 

Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) atas sebidang tanah Hak Guna Bangunan 

nomor 4l3/Kebon Sirih pada tahun 2007 adalah sebesar 

Rp. 5.729.255.000,- (lima milyar tujuhmtus duapuluh sembilan juta 

duaratua Hmapuluh lima dbu rupiah). 

- Nilai Perolehan Obyek Pajak (NPOP) 

- Nilai Perolehan Obyek Pajak Tidak Kena 

Pajak (NPOPTKP) 

- Nilai Perolehan Obyek Pajak Kena Pajak 

(NPOPKP) 

- Bea Perolehan Hak atas Tanah dan 

Bangunan (BPHTB) 

~ 5% X Rp. 5.429.255.000,-

- Pengenaan 50% karena hibah 

=50% x Rp. 27!.462.750,-

- BPHTB yang terutang 

Rp. 5.729.255.000,-

Rp. 300.000.000,-

Rp. 5.429.255.000,-

Rp. 27!.462.750,-

Rp. 135.73!.375,· 

Rg. 135.731.375,-

b. setelah balik nama ke atas nama ahliwaris tuan Tjong Fen Kong telah 

dilaksanakan, kemudian fangkah selanjutnya adalah dibuatkan akta 

"PEMBAGIAN HAK BERSAMA" terhadap bidang tanah Hak Guna 

Bangunan nomor 4 t3/Kebon Sirib terse but, sehingga bagian-bagian hak 

ata.s tanah nyonya Tjong Tze 1Jen, nyonya Tjong Pit Tjen; nyonya Lina 

Cemerlang Laba, dan nyonya Tjong Maya Tauresi jatuh kepada tuan 

Kelvin Prasetla. Berdasarkan Pasal 4 ayat (3) huruf b Undang-Undang 

Pajak Penghasilan Juncto Pasal 5 huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 71 

Tahun 2008 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pernerintah Nornor 

48 Tabun 1994 Tentang Pembayaran P~ak Penghas:Uan Atas Penghasilan 

darl Pengalihan Hak Atas Tanah dan!atau Bangunan, maka bagian-bagian 

hak atas tanah nyonya Tjong Tze Tjen, nyonya Tjong Pit Tjen, nyonya 

Lina Cemerlang Laba, dan nyonya Tjong Maya Tauresi yang diallhkan 
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kepada tuan Kelvin Prasetia tidak dikenakan Pajak Penghasilan'm. 

sedangkan tuan Kelvin Prasetia yang merupakan pihak yang menerima 

bagian-bagian atas bidang tanah dari nyonya Tjong Tze Tjen, nyonya 

Tjong Pit Tjen, nyonya Lina Cemeriang Laba, dan nyonya Tjong Maya 

Tauresi! maka berdasarkan Pasal 2 ayat (l) dan ayat (2) huruf a angka 3 

UU BPHTB tuan Kelvin Prasetia harus membayar pajak bea perolehan 

hak atas tanah dan bangunan dengan penghitungan sebagai berikut : 

Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) atas sebidang tanah Hak Guna Bangunan 

nomor 413/Kebon Sirih pada tahun 2007 adalah sebesar 

Rp. 5.729.255.000,- {lima milyar tujuhratus duapuluh. sembilan juta 

duaratua limapuluhlima ribu rupiah). 

• Nilai Perolehan Obyek Pajak (NPOP) Rp. 5. 729.255.000,· 

~ NHai Perolehan Obyek Pajak Tidak Kena 

Pajak (NPOPTKP) 

- Nilai Perolehan ObyekPajak. Kena Pajak 

(NPOPKP) 

- BPHTB yang seharusnya terutang 

~ 5% x Rp. 5.669.255.000,-

- BPHTB yang terutang 

~ 4!12 x Rp. 283.462.750,-

Rp. 60.000.000,· 

Rp. 5.669.255.000,-

Rp. 283.462.750,-

Rt!· 94.487.584,· 

c. setelah sertiplkat dibalik nama atas nama nyonya Hariatl Winata (untuk 

7/12 (tujuh per duabelas) bagian) dan tllan Kelvin Prasetia (unluk 5/l2 

(lima per duabelas bagian), maka dibuatkan akta "}HBAH" 

d, daJam nyonya Hariati Winata hendak menghibahkan bagiannya kepada 

Kelvin Prasetia, maka nyonya Hariati Winata tidak dikenakan pajak 

penghasilan atas pengalihan hak atas tanah danlatau bangunan, hal ini 

disebabkan nyonya Hariatl Winata adalah ibu kandung dari tuan Kelvin 

Prasetia, sehingga mempunyai hubungan darah garis keturunan lurus satu 

~-~·---·-~ 

101 Pasa! 5 huruf e Peraturao Pemerintah Nomnr 71 Tahun 2008 rnenyalakan bahw.a 
dikccualikao darl kewajiban atau pemungtllan Pajnk Penghasilao adal11h pengalihaf\ hak alas tanah 
dan!atau bangunan karena warisan. 
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derajat102
, akan tetapi tuan Kelvin Prasetia sebagai pihak yang menerima 

hibah dari nyonya Hariati Winata, berdasarkan Pasal 2 ayat (1) dan ayat 

(2) huruf I angka 5 UU BPHTB Juncto Pasal 2 Peraturan Pemerintah 

Nomor Ill Tahun 2000 Tentaog Pengenaan Bea Perolehan Hak Atas 

Tanah dan Bar1gunan Kareoa Waris Dan Hibah Wasiat, dikenakan pajak. 

bea perolehan hak atas tanah dan bangunan sebesar 50% (limapuluh 

prosen) dari pajak yang seharusnya terut.ang, dengan penghitungannya 

sebagai berikut : 

Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) atas sebidang tanah Hak Guna Bangunan 

ncmor 413/Kebon Sirih pada tahun 2007 adalah sebesar 

Rp. 5.129.255.000,- (lima milyar tujuhratus duapuluh sembilan juta 

duaratua lirnapuluh.lima ribu rupiah). 

Bagian atas bidang tanah Hak Guna Bangunan nomor 413/Kebon Sirih 

tersebut yang merupakan hak nyonya Hariati Winata adalah 7/Jl bagian. 

• Nilai Perolehan Obyek Pajak (NPOP) Rp. 5.729.255.000,· 

- Nilai Perolehan Obyek Pajak Tidak Kena 

Pajak (NPOPTKP) 

- Nilai Perolehan Obyek Pajak Kena Pajak 

(NPOPKP) 

- Bea Perolehan Hak atas Tanah dan 

Bangunan (BPHTB) yang seharusnya terutang 

~ 5% X Rp. 5.669.255.000,-

- BPHTB yang seharusnya terutang 

~ 7/12 X Rp. 233.462.750,-

- Pengenaan 50% karena hibah 

~50% X Rp. 165.353.271,-

- BP!ITB yang terutang 

Rp. 60.000.000,-

Rp. 5.669.255.000,-

Rp. 283.462.750,· 

Rp. 16,1.353.271.-

Rp. 82.676.636,­

Rp. 32.676.636,-

Berdasarkan penghitungan di atas, maka pajak~pajak yang harus 

dibayar oleh ahli waris tuan Tjong Fen Kong adalah sebagal berikut : 

I. Apabila ahli waris tuan Tjong Fen Kong memilih menggunakan Cara I, 

maka pajak-pajak yang harus dlbayar adalah: 

IW indonesia (c), ap. cit., Pasal 4 ayat (!) huruf d tmgka 4, Juncto Pasal4 ayat (3) hurufa 
angka 2. 
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a. Pajak ahH waris dari tuan Tjong Fen Kong kepada ahli warisnya 

sebesar Rp. D5.731.375,- (seratus tigapuluh lima juta tujuhratus 

tigapuluh satu ribu tigaratus tujuhpulub lima rupiah); 

b. Pajak penghasilan atas pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan 

berupa hibah dari nyonya Tjong Tze Tjen. nyonya Tjong Pit Tjen, 

nyonya Lina Cemerlang Laba, dan nyonya Tjong Maya Tauresi kepada 

tuan Kelvin Prasetia adalah jumlahnya sebesar Rp. 95.487.584,~ 

(sembilanpuluh lima jura empatratus delapanpuluh tujuh ribu limaratus 

delapanpuluh empat rupiah); 

c. BPHTB bagian-bagian hak atas tanah danlatau bangunan yang 

diterima tuan Kelvin Prasetia sebesar Rp. 94.487.584.- (sembilanpuluh 

empat juta empatratus delapanpuiuh tujuh ribu limaratus delapanpuluh 

empat rupiah); 

d. BPHTB bagian hale atas tanah yang diterima oleh tuan Kelvin dari 

nyonya Hariati Winata adalah sebesar Rp. 82.676.198,- {delapanpuluh 

dua juta enamratus tujuhpuluh enam ribu seratus sembilanpulub 

delapan rupiah). 

2. Apabila ahli waris tuan Tjong Fen Kong memilih menggunakan Cara 2) 

maka pajak-pajak yang harus dibayar adalah : 

a. Pajak ahli waris dari tuan Tjong Fen Kong kepada ahli warisnya 

sebesar Rp. 135.731.375,- (seratus tigapuJuh lima juta tujuhratus 

tigapuiuh satu ribu tigararus tujuhpuluh lima rupiah); 

b. BPHTB bagian-bagian hak atas tanah dan/atau bangunan yang 

diterima tuan Kelvin Prasetia sebesar Rp, 94.487584,- (sembiianpuluh 

empat juta empatr&tus delapanpuluh tujuh ribu limaratus dela.panpuluh 

em pat rupiah); 
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c. BPHTB bagian hak atas tanah yang diterima oleh tuan Kelvin dari 

nyonya Hariati Winata adalah sebesar Rp. 82.676.198,~ (delapanpuluh 

dua juta enamratus tujuhpuluh enam ribu seratus sernbiJanpuluh 

delapan rupiah). JOJ 

Setelah dilakukan penghitungan pajak, maka ahfi waris tuan 

Tjong Fen Kong atau PPAT yang bersangkutan mengisi Surat Setoran Pajak 

Penghasilan atas pengalihan hak atas tanah danfatau bangunan dan Surat 

Setoran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang kemudian 

membayar pajak-pajak tersebut ke Kas Negara hanya metalui bank-bank 

tertentu yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak; setelah itu ahli waris tuan 

Tjong Fen Kong menerima bukti pembayaran pajak~pajak tersebut yang 

dikeluarkan oleh bank-bank tersebut dan menerima tembusan Surat Setoran 

Pajak Penghasilan atas pengalihan hak atas tanah danlatau bangunan serta Surat 

Setoran Bea Perolehan Hak: atas Tanah dan Bangunan; kemudian ahli waris 

tuan Tjong Fen Kong datang menghadap PPA T yang berwenang tersebut untuk 

merumdatangani akta pengallhan hak atas tanah dan/a:tnu bangunannya. 

Setefah menandatangani akta pengalihan hak atas tanah dan/atau 

bangunan tersebut, ahli waris tuan Tjong Fen Kong atau PPAT yang 

bersangkutan wajib meminta validasi, yaitu pemeriksaan kembali oleh Kantor 

Pelayanan Pajak apakah pembayaran atas pajak-pajak tersebut telah sampai ke 

dalam Kas Negara 104
, dengan melamplrkan salinan akta j)engalihan hak atas 

tanah dan/atau bangunan yang telah ditandatangani tersebut. Vaiidasi terhadap 

surat-surat setoran pajak tcrsebut dilakukan di tempat yang berbeda-beda, yatru 

untuk validasi atas Surat Setoran Pajak Penghasila.n alas pengalihan hak atas 

111
' Lieke Lianadevi Tukgali, supra, yang menyatakan bahwa apabila menggunakan Cam 

Hibah ( 1), maka nyonya Tjong Tu: Tjen, rtyonya Tjong Pit Tjcn, oyonya Lina Cemerlang Laha, 
dan nyonya Tjang Maya Tauresi tuns mcmbayar Pajak Penghasilan alas tanah danlatau 
bangunan, scdangkan a:pabila menempuh dengan cara yang kedua (Pembagian Hak Bersama), 
maka tidak perlo membayar Pajak Penghns!lan alas pengalihan hak ala'> tanah danfatau hangunan 
karena bagian-bagian tcrsebut masih mcrupakan harta warisan, dimana hana warisan hukan 
merupakan obyck Pajak Penghasi!an atas pengalihan hak atas tanah danlatau bang:unan. 

I<J-l Buninrti 1Jandra, supra, yang meny.uakan bahwa setelah mclakukan pembo.yaran 
pajak, baik PPh atas pcogaliban hak alas mnnh dart/ate.u banguoan maupun BPHTB ke Kas negam 
melalui bank-bank prcsepsi, maka SSP & SSB barus dimimakan validasinya ke Kant<:or PeJ,ayanan 
Pajak di tempat yang berbeda-bcda. dengan mjnan untuk mrunastikan apakah pcmbayamn­
p-:.:mbayaran lersebut te.lah masuk ke Kas Negara. 
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tanah danlatau bangunan dilakukan di Kantor Pelayannn Pajak Pratama yang 

meliputi tempat tinggal dari Wajib Pajak, dalam hal ini adalah tempat tinggal 

nyonya Tjong Tze Tjen, nyonya Tjong Pit Tjen, nyonya Lina Cemerlang Laba, 

dan nyonya Tjong Maya Tauresi, sedangkan untuk validasi atas Sural Setoran 

Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dilakukan di Kantor Pelayanan 

Pajak Pratama yang meliputi letak tanah danlatau bangunan yang dijadikan 

objek pajak, datam hal ini adalah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta 

Menteng Satu, yang terletak di Jalan Cut Meutia. 

Setelah validasi tersebut selesai dilaksanakan, maka tembusan 

Sural Setoran Pajak Penghasilan atas pengalihan hak atas tanah dan!atau 

bangunan dan Surat Setonm Bea Peroiehan Hak atas Tanah dan Bangunan serta 

bukti pembayaran atas pajak~pajak tersebut yang dike1uarkan oleh bank-bank 

tersebut, diserahkan kepada PPAT yang berwenang untuk dilarnpirkan pada 

saat penyerahan dokurnenMdokumen yang diperlukan untuk melakukan 

pendaftaran tanah ke Kantor Pertanahan, dalam hal ini adalah Kantor 

Pertanahan Jakarta Pusat. Dalam hal validasi diselesaikan oleh PPA T yang 

bersangkutan, maka tembusan Surat Setoran Pajak Penghasllan atas pengalihan 

hak atas tanah danlatau bangunan dan Surat Setora.n Bea Perolehan Hak atas 

Tanah dan Bangunan tersebut diserahkan langsung bersama dengan dokumen­

dokumen yang diperlukan untuk melalrukan pendaftaran tanah ke Kantor 

Pertanahan. 
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2.5 Hambatan Bagi Fungsi Pejabat Pembuat Akta Tanab DaJam Pcnagihan 

Pajak Pengbasilan (PPh) atas pengalihan hak atas tanah dan/ahlu 

bangunan dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) 

Apabila para ahli waris menempuh Cara 1 tersebut di atas, maka 

mereka akan membayar pajak lebih mahat daripada Cara 2 tersebut di atas; hal 

ini disebabkan karena pajak penghasilan atas hibah yang harus dibayar oleh 

nyonya Tjong Tze Tjen, nyonya Tjong Pit Tjen. nyonya Lina Cemerlang 

Lab~ dan nyonya Tjong Maya Tauresi, sedangkan cara 2 yaitu pengalihan 

atas tanah dan/atau bangunan karena warisan bukan rnerupakan obyek pajak 

penghasilan105
• sehingga tidak dikenakan pajak penghasilan atas pengalihan 

hak ata.s tanah danlatau hangunan. 

Berdasarkan kedua cara tersehut di a:tas, baik Cara 1 maupun 

Cara 2. maka sebclum dibuatnya akta pengaljhan hak atas tanah rlan/atau 

bangunan milik tuan Tjong Fen Kong, maka pajak-pajak tersebut di atas harus 

dilunasi terlebih dahulu. Hal ini menjadi hambatan bagi Pejabat Pembuat Akta 

Tanah dalam penandatanganan akta pengaliban tcrsebut. karena Pejabat 

Pembuat Akta Tanah tersebut wajib mernastikan pam abli waris tuan Tjong 

Fen Kong telah membayar pajak-pajak tersebut ke Kas Negarn hanya melalui 

bank-bank tertentu yang ditunjuk oJeh Direktur Jenderal Pajak sesuai dengan 

letak tanah danlatau bangunan tersebut dan meminta bukti pembayaran pajak 

berupa Surat Setoran Pajak Penghasilan atas pengalihan hak atas tanah 

dan/atau bangunan serta Surat Setoran Bea Perolchan Hak atas Tanah dan 

Bangunan kepada para ahli waris tuan Tjong Fen Kong, hal mana 

membutuhkan waktu yang cukup lama.106 

10~ lndo11€sla{c), op. cir .• Pasal4 ayat (3) huruf b. 

lrn> Buniarti 1jaoda dan Lieke Lianadevi Tukgali, supra, yang mcnyatakan bahwa Wajib 
Pajak harus memtmyar Paj<tk Penghasi!an (PPh) atas pengalihan bak alas tanah danlatau bangunan 
dun BPHTB hanya pada bank~bank presepsl, dirnana membutuhkan waktu kurena k:eterbata.san 
waktu dal.am membayar juga lokasi tern pal pembayarannya yang berbed11. 

Universitas Indonesia 

Hambatan Bagi..., Amelia Sonja Alisangihe, FH UI, 2009



73 

Disamping ltu, Notaris/PPAT Lieke Lianadevi Tukgali 

mengatakan bahwa hal~hal yang memungkinkan mcmbutuhkan waktu yang 

lebih lama lagi da.pat terjadi dalam hal :107 

I. apabi!a Pcjabat Pembuat Akta Tanah tidak menguasai bidang perpajakan, 

khususnya Pajak Penghasilan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan 

Bangunan; maka pembayaran pajak-pajak tersebut di atas akan lebih besar 

sehingga dapat merugikan baik ahH warts tuan Tjong Fen Kong maupun 

masyarakat Jainnya. 

2. apabila terjadi kesalahan sistem pada bank-bank tersebut, sehingga 

mernbutuhkan waktu yang lebih lama lagi untuk meminta bukti 

pembayaran pajak berupa Surat Setoran Pajak Penghasilan atas pengaliban 

hak atas tanab danlatau bangunan serta Surat Setoran Pajak Bea Peroleban 

Hak atas Tanah dan Bangunan; 

3. loket untuk pembayaran Pajak Penghasilan atas pengalihan hak atas tanah 

danlatau bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan 

hanya dibuka mulai dari pukul 08.00 (delapan tepat) sampai pukul 10.30 

(sepuluh. lcbih tigapuluh menit). Hal ini sangatlah merugikan bagi ahli 

waris tuan 1Jong Fen Kong sebagai Wajib Pajak, karena apabila waktunya 

telah. lewat. maka ahli waris tuan Tjong Fen Kong harus menunggu 

keesokan harinya agar dapat membayar pajak~pajak tersebut. 

4. apabUa terjadi kesaJahan slstem pada Kantor Pelayanan Pajak yang telah 

ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak sesuai dengan letak tanah danlalau 

bangunannya, sehingga membutuhkan waktu yang lebih lama lagi untuk 

meminta validasi terhadap bukti pembayaran pajak berupa Sura;t Setoran 

Pajak Penghasilan atas pengalihan hak atas lanah dan/atau bangunan serta 

Surat Setoran Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan; 

5. meminta validasi terhadap bukti pembayaran pajak berupa Surat Setoran 

Pajak Penghasilan atas pengalihan hak atas tanah danlatau bangunan serta 

Surat Setoran Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan 

dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak yang berbcda, dimana untuk 

meminta validasi terhadap bukti pembayaran pajak bcrupa Surat Setoran 

10
' Lleke Liatw:devi Tuk.gall, mpru. 
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Pajak Penghasilan atas pengalihan hak atas tanah danlatau bangunan ada 

di Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan/Kantor Pelayanan Pajak 

Pratama yang meliputi tempat tinggal dari Wajib Pajak. dalam hal ini 

adalah tempat tinggal nyonya Tjong Tze Tjen, nyonya Tjong Pit Tjen. 

nyonya Lina Cemerlang Laba, dan nyonya Tjong Maya Tauresi, 

sedangkan untuk meminta validasi terhadap bukti pembayaran pajak 

berupa Surat Setoran Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan 

ada di Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan/Kantor Pelayanan 

Pajak Pratama yang meliputi letak tanah danlatau bangunan yang dijadikan 

objek pajak. daJam hal ini adalah Kantor Pclayanan Pajak Pratama Jakarta 

Menteng Saru. yang terletak di Jalan Cut Meutia) sehingga membutuhkan 

waktu yang cukup lama, Hal ini sangat rnenghambat bagi PPAT untuk 

mclakukan pendaftaran tanah ke Kantor Pertanahan karena PPAT 

mempunyai kewajiban untuk menda.ftarkan akta pengalihan hak atas tanah 

dan/atau bangunan tersebut dalam waktu tujuh hari kerja sejak 

ditandatanganinya akta pengatihan hak atas tanah dan/atau bangunan 

ter.sebut. 

Notaris!PPAT Buniarti, SH dan Notaris!PPAT Lieke Lianadevi Tukgal!, 

SH, MH. MKn menyatakan bahwa pada kenyataannya dalam praktik, agar 

PPA T memenuht kew(\j iban untuk mendaftarkan akta pengalihan hak atas 

tanah danlatau bangunan tersebut dalam waktu tujuh harl kerja setelah 

penandatangamm akta pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan 

terSebut, maka semua dokumen~dokumen yang telah lengkap untuk 

pendaftaran tanah diserahkan kepada Kantor Pertanahan terlebih dahulu 

dirnana pada saat yang bersamaan ah.ii wads tuan Tjong Fen Kong 

meminta validasi terhadap bukti pembayaran pajak berupa Surat Setoran 

Pajak Penghasilan atas pengalihan hak atas tanah dan!atau bangunan dan 

Surat Setoran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan ke Kantor 

Pelayanan Pajak yang telah ditunjuk tersebut. Setelah validasi tersebut 

selesai diiaksanakan, maka surat bukti validasi terse but diserahkan kepada 

Kantor Pertanahan. 
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Hal yang sangnt rnenghambat bagi PPAT adalah Kantor Pertanahan baru 

akan mulai melaksanakan proses pendaftaran tanah tersebut apabila telah 

menerima selengkapnya seluruh dokumen yang diperlukan ternasuk bul<ti 

validasl !ersebut, sehingga akan membutuhkan waktu yang sangat lama 

untuk melakukan pendaftaran tanah tersebut. 
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3.1 Kesimpulan 

BABIIJ 

PENUTUP 

Berdasarkan dari uralan dalam bab-bab sebelumnya, Penuiis 

mengambil kesimpulan bahwa: 

Sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1994 Tentang 

Pembayaran Pajak PenghasHan Atas Penghasila.n Dari Pengalihan Hak Atas 

Tanah dan/atau Bangunan beserta perubaban-perubabannya, Undang-Undang 

Nomor 21 Tahun J 997 Tentang Bea Perolehan Hale atas Tanah dan Bangunan 

dan Peraturan Pernerintah Nomor Ill Tahun 2000 Tentang Pengenaan Bea 

Perolehan Hak ata.s Tanah dan Bangunan Karena Waris dan Hibah Wasiat, 

maka setiap pengalihan hak atas tanah danfatau bangunan tidak dikenakan 

pajak. Narnun setelah berlakunya peraturan-peratuhm perundang-undangan 

tersebut di atas maka mulai bedaku pengenaan pajak terhadap setiap 

pcngalihan hak atas tanah danlatau bangunan. Besamya pengenaan pajak atas 

pengahhan hak atas tanah danlatau bangunan adalah besarnya Pajak 

Penghasilan atas pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan adalah sebesar 

5% (lima persen) dari jumlah bruto nilai pengallhan hak atas tanah dan/atau 

bangunan, dimana nilai pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan yang 

dimaksud adalah nilai yang tertinggi antara nilai berdasarkan akta pengaliban 

hak dengan Nilai Jual Obyek Pajak tanah dan/atau bangunan yang 

bersangkutan. sedangkan besarnya Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan 

Bangunan adalah 5% (lima persen) dari Nilai l)erolchan Obyek Pajak Kena 

Pajak. dimana Nilai Perolcban Obyek Pajak Kena Pajak adalah Nilai Jual 

76 Universitas Indonesia 

Hambatan Bagi..., Amelia Sonja Alisangihe, FH UI, 2009



77 

Obyek Pajak dikurangi Nflai Perolehan Obyek Pajak Tidak Kena Pajak. Nilai 

Perolehan Obyek Pajak Tidak Kena Pajak yang tertinggi untuk seluruh daerah 

adalah Rp. 60.000.000,~ (enampuluh juta rupiah). sedangkan Nilai Perolehan 

Obyek Pajak Tidak Kena Pajak karena warisan yang tertinggi adalah Rp. 

300.000.000,· (tigaratusjuta rupiah). 

I. Prosedur Pelaksanaan Pembayaran Pajak Penghasilan (PPh) alas 

pengalihan hak atas tanah danlatau bangunan dan Bea Perolehan Hak: Atas 

Tanah dan Bangunan (BI>HTB) adalah ?aJak-pajak terSebut wajib dibayar 

sebelum dUandalfinganinya akta pengalihan hak atas tanah dan/atau 

bangunan ke Kas Negara hanya melalui bank-bank tertentu yang ditunjuk 

oleh Direktur Jenderal Pajak yang meliputi wilayah Jetak tanah danfatau 

bangunan tersebut. Setelah pajak-pajak tersebut dilunasi, maka Wajib 

Pajak meminta bukti pembayaran pajak berupa bukti pembayaran yang 
. 

dikeluarkan oleh bank-bank tersebut serta tembusan Surat Setoran Pajak 

Penghasilan atas pengalihan hak atas tanah dan/ateu bangunan dan 

tembusan Surat Setoran Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan!atau 

Bangunan kemudian menandata.ngani akta pengalihan hak atas tanah 

dan/atau bangunan tersebut, yang setelah itu meminta validasi terhadap 

bukti-buktl pembayaran pajak tersebut kepada Kantor-Kantor Pelayanan 

Pajak tertentu yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak sesuai dengan 

letak tanah dan/atau bangunan tersebut dengan melarnpirkan salinan akta 

pengalihan hak atas tanah danlatau bangunan tersebut agar dapat 

mclakukan pendaftaran tanah ke Kantor Pertanahan. 

2. Hambatan Bagi Fungsi Pejabat Pernbuat Akta Tanah Dalam Penagihan 

Pajak Pengllasilan (PPh) atas pengalihan hak atas tanah danlatau bangunan 

Dan Bca Perolchan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB), yaltu 

diantaranya : 

a. apabila PPAT tidak menguasai bidang perpajakan, khususnya PPh atas 

pengalihan hak atas tanahlatau bangumm dan BPHTB, maka 

merugikan masyarakat tuas. 
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b. apabila terjadi kesalahan pada sistem-sistem bank-bank loket 

pembayaran pajak, mengakibatkan membutuhkan waktu yang lama 

untuk meminta bukti pembayaran pajak. 

c. loket pembayaran pajak hanya dibuka pada waktu-waktu tertentu. 

d. apabila terjadi kesalahan pada sistem-sistem pada Kantor Pelayanan 

Pajak. mengakibatkan membutuhkan waktu yang lama untuk meminta 

validasi terhadap bukti pembaya:ron pajak. 

e. Permintaan validasi terhadap bukti pembayaran pajak tidak dilakukan 

pada satu tempat Kantor Pelayanan Pajak tetapi dilakukan pada Kantor 

Pelayanan Pajak yang berbeda-beda, sehingga menghambat PPAT 

untuk melakukan pendaftaran tanah ke Kantor Pertanahan yang wajib 

dilakukan dalam waktu tujuh hari kerja setelah penandatanganan akta 

pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan tersebut. 

3.2 Saran 

Terhadap permasa!ahan-pennasalahan yang telah diuraikan pada 

bab sebelumnya, maka penulis menyarankan beberapa hal, antara lain : 

I. Agar tidak merugikan masyarakat dalam hal penghitungan pajak, maka 

PPAT seharusnya menguasai peraturan perundang~undangan di bidang 

perpajakan dan penghitungannya serta peraturan perundang~undangan di 

bidang pertanahan, PPA T wajib dibcrikan penyuluhan dan pelatihan secara 

pcriodikal mcngenai peraturan di bidang perpajakan dan peraturan dl 

bidang pertanahan, sehingga PPAT dapat memberikan penyelesatan 

kepada masyarakat tanpa merugikan masyarakat, yang tcntunya 

penyeJcsaian terscbut masih di dalam rWmg lingkup peraturan perundang­

undangan di hidang perpajakan dan pertanahan. 

2. Pejabat~pejabat yang terdapat di seluruh Kantor Pela.yanan Pajak, 

khususnya petugas-petugas lapangan, seharusnya menguasai bidang 

perpajakan, sehingga apabila terjadi permasalahan maupun ketidaktahuan 

masyarakat dl bidang perpajakan sehlngga menginginkan konsultasi 
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dengan pejabat-pejabat tersebut, maka pejabat-pejabat tersebut dapat 

memberikan penyelesaian yang terbaik yang sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan di hi dang perpajakan. Hal ini dapat dilakukan dengan 

cara memberikan penyuluhan, workshop atau dengan cara-cara lain yang 

dilakukan secara periodikal, sehingga pejabat-pejabat tersebut sudah 

berbekal ilmu untuk melayani masyarakat. 

3. Pembayaran pajak-pajak, baik Pajak Penghasilan atas pengalihan hak atas 

tanah danlatau bangunan maupun BPHTB pada bank-bank yang ditunjuk 

oleh Pemerintah yang dilakukan secara manual membutuhkan waktu yang 

cukup lama, sedangkan pembayaran pajak-pajak tersebut hanya dapat 

dilakukan antara pukul delapan pagi hingga pukul sebelas pagi setiap hari 

kerja. Hal ini sangat tidak efisien bagi masyarakat karena terbatasnya 

waktu, sehingga loket untuk pembayaran pajak-pajak tersebut seharusnya 

dibuka seperti waktu kerja bank pada umumnya, yaitu antara jam delapan 

pagi sampai pukul tiga siang. Hal lain yang dapat disarankan di sini adalah 

agar pembayaran pajak-pajak tersebut dapat dilakukan secara on-line. 

4. Bukti setor atas pajak-pajak yang telah dibayarkan wajib dimintakan 

validasinya ke Kantor Pelayanan Pajak, sehingga agar validasi tersebut 

tidak membutuhkan waktu yang lama dan supaya efisien, sebaiknya 

validasi tersebut dilakukan secara on-line. 

5. PPAT hanya dapat menandatangani akta pemindahan hak atas tanah 

dan/atau bangunan pada saat Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran 

pajak berupa Surat Setoran Pajak Penghasilan dan Surat Setoran Bea 

Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. Apabila PPAT melanggar 

ketentuan tersebut maka akan dikenakan sanksi administrasi dan denda 

sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta limaratus ribu rupiah) untuk setiap 

pelanggaran. 
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DAFTARPERTANYAAN 

l. Apabila seorang ayah meninggal meninggalkan seorang lstri dan empat orang 
anak, kemudian harta warisan berupa lllnah danlatau bangunan ~ berdasarkan 
kesepakatan ahli waris, harta warisan tersebut ingin diserahkan hanya keparla 
sa]ah seorang anak, bagaimana cara melakukan pemberian tanah tersebut? 

2. Berdasarkan kasus tersebut di atas, bagaimana cara penghitungan PPh atas 
pengalihan hak atas tanah da:n/atau bangunan dan BPHTBnya? 

3. Pembayaran PPh atas pengalihan hak atas tanah danlatau bangunan serta BPHTB 
harus dibayarkan Kantor Pelayanan Pajak dimana? Berdasarkan apa? 

4. Setelah pembayaran PPh alas pengalihan hak alas tanah danlatau bangWJan serta 
BPIITB kemudian menandatangani akta, apa yang barns dilakukan terhadap bukti 
pembayaran tersebut? Berapa dalam melakukannya? 

5. Apabila lebih dari 7 hari kelja, sedangkan kewajiban PPAT setelab 
menandatangani akta adalah menyernhkan semua dokumen-dokumen yang 
diperlukan untuk melakukan pendaftaran tanab ke Kantor Pertanahan dalarn 
waktu 7 hari ke!ja, bagaimana solusinya agar PPAT tidak melewati jangka waktu 
tersebut? 
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